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ABSTRAK

Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) adalah jenis penyakit baru yang
muncul pertama kali pada akhir tahun 2019. Munculnya Covid-19 menyebabkan
banyak usaha atau UMKM mengalami penurunan pendapatan sehingga usaha-
usaha atau UMKM yang melakukan akad pembiayaan murabahah dengan PT.
Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran.
Oleh karena itu dari adanya permasalahan tersebut maka PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) harus menemukan
solusi yang efektif untuk mengatasinya. Solusi tersebut adalah pemberian
keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan. Adanya penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dampak pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah
terhadap pembayaran angsuran dan kondisi perekonomian usaha nasabah pada
masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui implementasi restrukturisasi
pembiayaan murabahah jika dikaji dari konsep maslahah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive
sampling. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.
Data primer didapatkan melalui obsevasi, wawancara dengan pihak yang terkait
seperti Manager Account Officer Micro (AOM), karyawan AOM, dan nasabah-
nasabah yang diberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa
pandemi Covid-19, serta dokumentasi terkait restrukturisasi pembiayaan
sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur, internet, dan lain-lain. Uji
validitas pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan
membandingkan hasil wawancara terhadap nasabah-nasabah pemilik UMKM atau
usaha-usaha yang diberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa
pandemi Covid-19.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya restrukturisasi pembiayaan
murabahah memberikan dampak yang positif terhadap pembayayaran angsuran
dan kondisi perekonomian usaha nasabah. Metode restrukturisasi pembiayaan
yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) yaitu metode rescheduling dimana keringanan yang
diberikan berupa pengurangan jumlah angsuran dan penambahan jangka waktu
pembiayaan. Dari adanya restrukturisasi berupa rescheduling tersebut nasabah
yang awalnya mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya menjadi lebih
mudah dan dapat mengurangi beban yang dikeluarkan oleh nasabah tersebut serta
kondisi perekonomian usaha nasabah yang awalnya mengalami penurunan karena
adanya Covid-19 menjadi kembali membaik. Dari adanya dampak positif
restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 terhadap
pembayaran angsuran nasabah dan kondisi perekonomian usaha nasabah maka
dapat diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan sudah menerapkan konsep
maslahah mursalah.



Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan PT. Bank Syariah Indonesia
Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dapat mempertahankan dan
memaksimalkan adanya restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa
pandemi Covid-19 karena adanya restrukturisasi pembiayaan ini memberikan
dampak positif terhadap pembayaran angsuran nasabah dan kondisi perekonomian
usaha-usaha atau UMKM yang terdampak Covid-19 yang mana dampak-dampak
positif tersebut merupakan penerapan dari konsep maslahah mursalah.

Kata Kunci: Restrukturisasi Pembiayaan; Pembayaran Angsuran; Kondisi
Perekonomian Usaha
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akhir-akhir ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang
mengalami musibah besar yakni adanya Corona Virus Disease
2019(Covid-19). Virus ini pertama kali muncul pada akhir 2019 di kota
Wuhan China. Virus ini sangat cepat menyebar dan dapat membahayakan
manusia. Pasien yang terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini
ditandai dengan gejala infeksi saluran nafas atas atau bawah dalam kurun
waktu 14 hari. Virus ini juga dapat menyebar kepada orang dalam keadaan
sehat karena memiliki antibodi yang kuat dan tidak menunjukkan gejala
tetapi sangat memungkinkan menyebarkan kepada orang lain atau biasa
disebut OTG (Orang Tanpa Gejala). Tidak hanya OTG tetapi juga ada
kategori lain yaitu Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam
Pemantauan (PDP) yang hasil Rapid Test nya terindikasi atau reaktif
Covid-19 (Diah Handayani, 2020: 119).

Menurut data Satgas Gugus Covid-19 (Selasa, 26/1/2021)
Indonesia merupakan urutan pertama dengan jumlah kematian terbesar
akibat Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di negara-negara ASEAN.
Munculnya Corona Virus Disease 2019(Covid-19) ini sangat berpengaruh
pada segala sektor negara khusunya pada sektor perekonomian
(Mardhiyatuurositaningsin & Muhammad Syargim Mahfudz, 2020: 2).
Dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat di Indonesia pada masa
pandemi sekarang ini berbeda-beda, pada bidang kesehatan dan kebutuhan
pokok adanya Covid-19 tidak begitu berdampak bahkan semakin
menguntungkan tetapi berbanding terbalik dengan usaha yang bergerak di
bidang jasa seperti pariwisata, perhotelan, dan jasa keuangan yang
mengalami penurunan yang cukup signifikan (Aminah, 2020:653).
Sedangkan sektor pariwisata berperan besar terhadap perekonomian suatu

negara (Tri Haryanto, 2020: 1). Berbeda dengan usaha yang bergerak di



bidang kesehatan dan kebutuhan pokok yang tidak begitu merasakan
dampak dari Covid-19 bahkan mengalami kenaikan yang signifikan akan
tetapi usaha-usaha atau UMKM banyak yang mengalami kerugian
(Aminah, 2020: 2). Hal ini dikarenakan oleh adanya Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(Covid-19) yang mengharuskan masyarakat
untuk tidak bepergian keluar rumah jika tidak memiliki urusan yang sangat
penting atau darurat dan pembatasan jam operasional beserta kapasitas
orang pada usaha-usaha atau UMKM sehingga banyak UMKM dan usaha-
usaha lain seperti usaha pakaian, tempat makan yang mengalami kerugian
(Kosmas Dohu Amajihono, 2020: 144). Dari adanya PSBB tersebut
menyebabkan banyak perusahaan membatasi kapasitas karyawannya dan
mengganti dengan WFH (Work From Home) dan tidak sedikit karyawan
terpaksa harus diPHK sehingga tingkat pendapatan karyawan-karyawan
tersebut berkurang dan akan berdampak pada tingkat daya beli. Karena
berkurangnya tingkat pendapatan maka daya beli masyarakat juga akan
menurun sehingga banyak perusahaan atau UMKM yang mengalami
kerugian karena tingkat konsumsi masyarakat yang rendah (Muhammad
Ubaidillah & Rizqon Halal Syah Aji, 2020: 10). Dari tingkat pendapatan
yang menurun masyarakat tersebut secara sosial tergolong dalam ekonomi
yang rendah (Encup Supriatna, 2020: 64). Menurunnya daya beli
masyarakat juga berpengaruh proses produksi usaha-usaha atau UMKM
tersebut, sedikitnya pembeli berpengaruh pada penurunan jumlah produksi
yang dilakukan oleh usaha-usaha atau UMKM sehingga pendapatan

usaha-usaha atau UMKM tersebut juga secara otomatis menurun.

Menurunnya pendapatan usaha-usaha atau UMKM tersebut juga
dirasakan oleh bidang usaha keuangan. Pada bidang usaha keuangan di
Indonesia banyak bisnis dan industri jasa keuangan perbankan yang

terkena dampak dari adanya Covid-19 sehingga secara tidak langsung



dapat menghambat perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut
data statistik perbankan Syariah (Januari:2020) jumlah cabang Bank
Umum Syariah yang ada di Indonesia sebanyak 1.922 yang mayoritas
berada di Pulau Jawa yang mana Pulau Jawa adalah zona merah (wilayah
yang terdapat banyak pasien terjangkit Covid-19)
(Mardhiyatuurositaningsin & Muhammad Syargim Mahfudz, 2020: 2).
Sehingga kegiatan yang dilakukan di perbankan syariah terpaksa harus
dikurangi sedangkan pada masa pandemi banyak bisnis dan usaha-usaha
seperti UMKM yang mengalami kesulitan.

Berkurangnya kegiatan operasional pada perbankan syariah
mengakibatkan usaha-usaha atau UMKM kesulitan untuk berhubungan
dengan perbankan melihat pada masa pandemi Covid-19 banyak usaha
atau UMKM yang mengalami kerugian sehingga usaha atau UMKM
tersebut kesulitan dalam membayar angsuran kredit atau pembiayaan.
Oleh karena itu industri jasa keuangan perbankan khususnya perbankan
syariah dapat memberikan keringanan kepada nasabahnya agar nasabah
tersebut tetap bisa membayar tagihan pembiayaannya. Keringanan yang
dapat diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabahnya bertujuan
untuk menyelamatkan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah,

keringanan tersebut berupa restrukturisasi pembiayaan.

Pemberian keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan ini sangat
penting bagi UMKM vyang sedang mengalami kesulitan keuangan yang
disebabkan oleh adanya Covid-19. Adapun pengertian restrukturisasi
menurut bahasa Prancis atau Inggris berarti menata atau membangun
ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien (Laounia Benzekkoura,
dkk, 2014: 124). Sedangkan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai
kegiatan pemberian dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang
membutuhkan dana yang bertujuan untuk memperlancar investasi yang
telah direncanakan antara kedua belah pihak. Dan pengertian pembiayaan

dengan prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun



1998 adalah pemberian dana dari bank kepada pihak lain yang disertai
dengan tanggung jawab dari pihak tersebut untuk mengembalikan dana
sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan memberikan
imbalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu berupa bagi hasil (Cita Sari
Dja’akum, 2017: 48). Sehingga dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah pemberian dana dengan
penataan atau pembangunan kembali yang diberikan oleh bank kepada
pihak yang membutuhkan dana agar investasi yang telah dibangun bisa
sehat kembali dengan ketentuan pihak yang diberikan dana berkewajiban
mengembalikan dana tersebut beserta dengan imbalan berupa bagi hasil.
Restrukturisasi pembiayaan ini biasanya diberikan kepada pihak yang
sedang mengalami permasalahan atau krisis keuangan (Angela Mucece
Kithinji, dkk, 2017: 85). Landasan normatif adanya restrukturisasi
pembiayaan ini didasarkan pada Surah Al-Bagarah ayat 280 yang
berbunyi:

3 o5a Ll B3B8 3 50 45 58 ol

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tangguhsampai ia berkelapangan...” (Q.S. Al-Bagarah: 280)

Yang berarti ketika nasabah atau usaha-usaha sedang mengalami
kesulitan maka pihak bank khususnya perbankan syariah berkewajiban
memberikan keringanan sampai nasabah atau usaha-usaha tersebut mampu
menyelesaikan kewajibannya. Selain berdasarkan pada dalil Al-Qur’an di
atas, adanya restruktuisasi pembiayaan juga terdapat pada Peraturan Bank
Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan
bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank

dalam rangka membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya.

Adapun tahapan pada restrukturisasi pembiayaan pada bank

syariah biasa dikenal dengan istilah R3. R3 ini meliputi rescheduling atau



menjadwalkan kembali, reconditioning atau mengkondisikan kembali
dengan menetapkan persyaratan kembali baik sebagian maupun
keseluruhan, dan restructuring atau menata kembali (Ummi Kulsum dan
Rahmi, 2017: 67). Tahapan pada restrukturisasi pembiayaan dapat
ditentukan berdasarkan jenis pembiayaannya. Pada perbankan syariah
pembiayaan yang paling sering digunakan atau dipraktikkan ialah
pembiayaan yang menggunakan akad jual beli murabahah.
Pembiayaanyang menggunakan akad murabahah pada perbankan syariah
menyumbang 60% dari total semua akad pembiayaan yang ada di
perbankan syariah (Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu, 2019: 55).
Pada pembiayaan piutang murabahah dan piutang istishna’ tahapan pada
restrukturisasi pembiayaan dibagi menjadi 5 menurut Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah yaitu rescheduling yang berarti memperpanjang jangka waktu
angsuran, reconditioning atau mengubah sebagian atau seluruh syarat
pembiayaan seperti jangka waktu, jumlah angsuran, dan lain-lain,
restrucuring yang berupa pengkonversian sisa kewajiban piutang
murabahah dan Istishna’ menjadi akad piutang lain, restructuring dengan
mengkonversikan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu
Menengah, dan tahapan yang terakhir adalah restructuring dengan
pengkonversian menjadi Penyediaan Modal Sementara (Ari Zulfikri, dkk,
2019: 70).

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah ini
bertujuan untuk membantu nasabah dalam membayar angsuran sehingga
nasabah tersebut tetap bisa membayar angsuran pembiayaannya tepat
waktu dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Melihat dari data IMF
yang menyatakan bahwa permintaan terhadap pinjaman bank sangat
banyak untuk memenuhi kebutuhan negara yang terdampak Covid-19 yang

mayoritas berasal dari negara berkembang salah satunya adalah Indonesia



(Herninda Pitaloka, dkk, 2020: 73). Mayoritas permintaan pinjaman bank
di Indonesia berasal dari UMKM. Menurut Badan Pusat Statistik UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia jumlahnya mencapai 64
juta dimana jumlah tersebut merupakan 99,9 persen dari total keseluruhan
usaha yang ada di Indonesia. Dari survei Bank Indonesia (19 Maret 2021)
jumlah UMKM vyang terdampak Covid-19 yaitu 87,5 persen dan 12,5
persen tidak terdampak Covid-19. Dari jumlah tersebut 93,2 persennya
mengalami dampak negatif yaitu menurunnya penjualan. Dari banyaknya
jumlah UMKM yang mengalami dampak negatif berupa penurunan
penjualan tersebut dapat berpengaruh pada pekonomian usaha nasabah.
Hal tersebut salah satunya dapat dikarenakan oleh pemberlakuan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan banyak karyawan
terpaksa harus diPHK sehingga tingkat pendapatan berkurang dan akan
berdampak pada tingkat daya beli. Karena berkurangnya tingkat
pendapatan maka daya beli masyarakat juga akan menurun sehingga
banyak perusahaan atau UMKM yang mengalami kerugian karena tingkat
konsumsi masyarakat yang rendah (Muhammad Ubaidillah & Rizgon
Halal Syah Aji, 2020: 10). Dari tingkat pendapatan yang menurun
masyarakat tersebut secara sosial tergolong dalam ekonomi yang rendah
(Encup Supriatna, 2020: 64). Sehingga berpengaruh pada kriteria nasabah

yang akan diberikan restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah.

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC  Sidoarjo) pada masa pandemi seperti sekarang ini banyak
memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak
Covid-19. Restrukturisasi pembiayaan tersebut bertujuan agar usaha-usaha
atau UMKM yang mengalami penurunan pendapatan tidak lagi mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran
kepada bank sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan dapat
membantu usaha nasabah tersebut kembali menstabilkan perekenomiannya

yang sempat menurun akibat Covid-19. Oleh karena itu pelaksanaan



1.2

restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank
Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada
masa pandemi Covd-19 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif
terhadap pembayaran angsuran nasabah yang usahanya terdampak Covid-
19 dan juga dapat memperbaiki kondisi perekonomian usaha nasabah pada
masa pandemi Covid-19. Dari adanya restrukturisasi pembiayaan yang
dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) dapat diketahui bahwa dampak positif terhadap
pembayaran angsuran tersebut merupakan penerapan dari konsep

maslahah mursalah.

Dari penjelasan di atas mendorong penulis untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai dampak restrukturisasi pembiayaan
murabahah pada masa pandemi Covid-19 oleh PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap
pembayaran angsuran dan kondisi perekonomian usaha nasabah serta
implementasinya jika dikaji dari konsep maslahah mursalah, sehingga
penulis melakukan penelitian dengan  judul “DAMPAK
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM DI PT. BANK SYARIAH
INDONESIA TBK (LEGACY PT. BANK BRISYARIAH KC
SIDOARJO)”.

Identifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh
penulis, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini
yakni:
a. Adanya kejadian tidak terduga yaitu munculnya Covid-19 yang

berdampak pada segala sektor negara



1.2.2

Tingkat daya beli masyarakat menurun pada masa pandemi
Covid-19 karena ketatnya pemberlakuan peraturan pemerintah
dalam rangka memutus mata rantai Covid-19

Banyaknya usaha atau UMKM yang mengalami penurunan
pada masa pandemi Covid-19 sehingga usaha-usaha atau
UMKM  mengalami  kesulitan  dalam  menyelesaikan
kewajibannya kepada bank

Pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa
pandemi Covid-19 yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia
Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap
UMKM pada masa pandemi Covid-19

Dampak retrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap
pembayaran angsuran nasabah pada masa pandemi Covid-19
Dampak restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap
kondisi perekonomian usaha nasabah pada masa pandemi
Covid-19

Implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT Bank BRISyariah KC

Sidoarjo) jika dikaji dari konsep maslahah mursalah

Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan adanya batasan masalah

dengan tujuan agar penelitian ini daat dilakuakan secara fkus,

mendalam dan tidak menyebar ke pembahasan lainnya. Penelitian

ini mambatasi pada:

a)

b)

Dampak pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbhk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap pembayaran angsuran
nasabah pada masa pandemi Covid-19

Dampak pemberian retrukturisasi pembiayaan murabahah oleh
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank



1.3

1.4

BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap kondisi perekonomian
usaha nasabah pada masa pandemi Covid-19
c) Implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT.
Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) jika dikaji dari konsep maslahah mursalah
Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat
dirumuskan oleh penulis yang akan dijadikan bahan penelitian ialah :

a) Bagaimana dampak pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo)terhadap pembayaran angsuran nasabah?

b) Bagaimana dampak pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah
oleh Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) terhadap kondisi perekonomian usaha nasabah?

c) Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) apabila dikaji dari konsep maslahah mursalah ekonomi

Islam?

Kajian Pustaka

Pada penelitian ini penulis telah menelusuri kajian-kajian pustaka
yang mendukung penelitian ini dengan tujuan agar peneliti dapat
mempelajari dan mengkaji kajian kepustakaan yang berkaitan dengan tema
penelitian ini. Selain itu dengan adanya kajian kepustakaan ini juga dapat
membantu penulis terhindar dari plagiasi dan kesamaan dengan penelitian-
penelitian terdahulu.

Penelitian pertama yakni dari jurnal yang disusun oleh Ummi
Kalsum dan Rahmi dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan murabahah
Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. Adanya
penelitian ini  bertujuan untuk membuktikan peran restrukturisasi

pembiayaan murabahah yang bermasalah pada BNI Syariah cabang



Kendari dengan pengaplikasian rescheduling (menjadwalkan kembali),
reconditioning  (pengkondisisan atau persyaratan kembali), dan
restructuring (menata kembali. Dari penelitian yang telah dilakukan
didapatkan hasil yaitu restrukturisasi pembiayaan terhambat atau
mengalami kendala disebabkan oleh nasabah pembiayaan itu sendiri mulai
dari nasabah tidak beri’tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya
kepada pihak bank sehingga solusi yang dapat dilakukan ialah dengan
memberikan tindakan tegas berupa penjualan atas agunan yang telah
dijaminkan, tidak bersedianya nasabah untuk dilakukan restrukturisasi atas
pembiayaanya dikarenakan tidak mampu membayar atau pun kabur dan
solusi yang dapat diberikan adalah melakukan pertimbangan atas angsuran
nasabah dan ditindak lanjuti dengan penjualan aset atas agunan nasabah,
dan tidak jelasnya sumber pembayaran yang digunakan nasabah untuk
membayar angsuran setelah dilakukannya restrukturisasi sehingga dapat
dilakukan solusi yaitu penganalisaan yang lebih detail dan teliti mengenai
aktifa lancar, pendapatan nasabah perbulan agar pihak bank dapat
mempertimbangkan angsuran nasabah. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian yang ditulis oleh Ummi Kalsum dan Rahmi yaitu meneliti
tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak
pada tempat studi kasus yang dipilih oleh penulis dan pada penelitian ini
penulis melakukan penelitian pada masa pandemi Covid-19 (Ummi
Kalsum dan Rahmi, 2017).

Penelitian yang kedua berasal dari jurnal yang ditulis oleh Cita
Sary Dja’akum yang berjudul “Restrukturisasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah”.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui
penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan oleh
bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah yakni Stay
Strategy yang didalamnya terdapat langkah-langkah 3R yaitu

Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dan Phase out Strategy yang
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didalamnya terdapat langkah-langkah dalam menangani pembiayaan
bermasalah seperti melalui BASYARNAS, melalui pengadilan, dan juga
terlibatnya pihak kepolisian. Selain dua pendekatan tersebut juga terdapat
cara lain dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan
melakukan analisis penyebab pembiayaan macet dari faktor internal dan
eksternal perbankan yang mengacu pada beberapa peraturan. Pembeda dari
penelitian yang disusun oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh
Cita Sary yaitu pada fokus pembiayaan, pada penelitian yang ditulis oleh
peneliti menggunakan jenis pembiayaan murabahah sedangkan pada
penelitian yang ditulis oleh Cita Sary menggunakan pembiayaan yang
bermasalah (Cita Sary Dja’akum, 2017).

Penelitian yang ketiga berasal dari jurnal dengan judul “Analisis
Pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah” yang disusun oleh Yenti
Afrida dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan
antara bank konvensional dengan bank syariah melalui analisis
pembiayaan pada bank syariah. Dari penelitian yang dilakukan oleh
penyusun didapatkan hasil bahwa konsep bank syariah sangat berbeda
dengan bank konvensional meskipun banyak masyarakat yang masih
menanggap sama bank konvensional dengan bank syariah, salah satu
pembuktian bahwa bank konvensional berbeda dengan bank syariah
adalah dengan menjelaskan pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu
pembiayaan murabahah. Pada penelitian ini disebutkan bahwa
pembiayaan yang paling sering diaplikasikan pada kenyataannya adalah
pembiayaan murabahah padahal secara teori pembiayaan mudharabah
memiliki konsep bagi hasil. Pada penelitian ini menjelaskan konsep
pembiayaan murabahah yang juga dibahas pada penelitian yang disusun
oleh penulis akan tetapi pada penelitian ini tidak membahas tentang
restrukturisasi pembiayaan murabahah yang berkaitan dengan tema
penelitian yang dibahas oleh penulis (Yenti Afrida, 2016).

Penelitian yang keempat yaitu jurnal dengan judul “Tinjauan atas

Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank

11



Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Muhammad
Ubaidillah dan Rizgon Halal Syah Aji. Penelitian ini disusun dengan
tujuan untuk mengetahui dan mempelajari implementasi atas Surah Al-
Bagarah ayat 280 yang membahas tentang restrukturisasi pembiayaan
yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya
pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif
dimana peneliti menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui
bahwa implementasi Surah Al-Bagarah ayat 280 dapat dijadikan solusi
atas pemberian restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang
terdampak Covid-19 sehingga dapat mempertahankan stabilitas ekonomi
negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh
penulis yaitu pada pembahasan mengenai restrukturisasi pembiayaan pada
masa pandemi Covid-19, situasi atau kondisi yang diteliti pada penelitian
ini sama dengan situasi yang diteliti oleh penulis yaitu pada saat pandemi
Covid-19. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus jenis pembiayaan
yang diteliti, penulis fokus pada jenis pembiayaan murabahah dan pada
penelitian ini tidak berfokus pada salah satu jenis pembiayaan
(Muhammad Ubaidillah dan Rizqgon Halal S. A., 2020)

Dan penelitian yang kelima adalah skripsi yang disusun oleh Suzila
yang berjudul “Analisis Terjadinya Restrukturisasi Pembiayaan
Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis Ditinjau
Menurut Ekonomi Islam”. Adanya penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis yang menjadi penyebab pemberian restrukturisasi
pembiayaan murabahah, sistemasi atau proses pemberian restrukturisasi
pembiayaan murabahah, dan restrukturisasi pembiayaan murabahah
dalam perspektif ekonomi Islam pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP.
Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif dan
induktif dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan
yang berlokasi di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis. Adapun

hasil dari penelitian ini adalah yang menyebabkan terjadinya
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restrukturisasi pembiayaan ialah menurunnya pendapatan nasabah
sehingga nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sistemasi atau
langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan meliputi pemberian potongan
atau keringanan margin, mengubah jangka waktu pembiayaan, agunan
(aset) yang dijaminkan oleh nasabah dijual untuk melengkapi kewajiban
pembiayaannya. Dan pada teori ekonomi Islam, nasabah yang mengalami
kesulitan dalam pembayaran angsuran atau kewajibannya bank syariah
wajib memberi kemudahan kepada nasabah tersebut akan tetapi teori ini
berbeda dengan yang ditemukan di lapangan dimana nasabah yang
terlambat membayar angsuran dikenakan sanksi sebesar 6.377% yang
secara tidak langsung dapat memberikan beban kepada nasabah itu.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang disusun oleh
penulis yaitu pada tema pembahasan yang membahas mengenai
restrukturisasi pembiayaan murabahah hanya berbeda pada tempat studi
kasusnya dan pada kondisi atau fenomena yang terjadi, pada penelitian
yang disusun oleh penulis adalah restrukturisasi pembiayaan murabahah
pada masa pandemi Covid-19 (Suzila, 2014).

Berikut ini tabel ringkasan kajian pustaka yang disusun oleh

penulis agar dapat memudahkan pembaca:

No | Penulis, Tahun, Hasil Penelitian Persamaan dan
Judul Perbedaam dengan
Penelitian
Terdahulu
1 | Ummi Kalsum | Restrukturisasi pembiayaan terhambat atau | Persamaan penelitian

dan Rahmi, mengalami kendala disebabkan oleh nasabah | ini dengan penelitian

2017, pembiayaan itu sendiri mulai dari nasabah | yang ditulis oleh

Restrukturisasi | tidak beri’tikad baik untuk menyelesaikan | Ummi Kalsum dan

Pembiayaan kewajibannya kepada pihak bank sehingga | Rahmi yaitu meneliti

murabahah solusi yang dapat dilakukan ialah dengan | tentang

Bermasalah memberikan  tindakan  tegas  berupa | restrukturisasi

(Studi pada BNI | penjualan  atas agunan yang telah | pembiayaan

Syariah Cabang | dijaminkan, tidak bersedianya nasabah untuk | murabahah.

Kendari) dilakukan restrukturisasi atas pembiayaanya | Perbedaannya
dikarenakan tidak mampu membayar atau | terletak pada tempat
pun kabur dan solusi yang dapat diberikan | studi  kasus yang

atas
lanjuti

adalah  melakukan pertimbangan
angsuran nasabah dan ditindak

dipilin oleh penulis
dan pada penelitian
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dengan penjualan aset atas agunan nasabah,
dan tidak jelasnya sumber pembayaran yang
digunakan  nasabah untuk  membayar
angsuran setelah dilakukannya
restrukturisasi sehingga dapat dilakukan
solusi yaitu penganalisaan yang lebih detail
dan teliti mengenai aktifa lancar, pendapatan
nasabah perbulan agar pihak bank dapat
mempertimbangkan angsuran nasabah.

ini penulis
melakukan penelitian
pada masa pandemi
Covid-19

Cita Sary Dua pendekatan yang dapat digunakan oleh | Persamaannya adalah
Dja’akum, 2017, | bank syariah dalam menangani pembiayaan | sama-sama meneliti
Restrukturisasi | bermasalah yakni  Stay Strategy yang | mengenai
Sebagai didalamnya terdapat langkah-langkah 3R | restrukturisasi  dan
Alternatif yaitu Rescheduling, Reconditioning, | pembeda dari
Penyelesaian Restructuring dan Phase out Strategy yang | penelitian yang
Pembiayaan didalamnya terdapat langkah-langkah dalam | disusun oleh penulis
Bermasalah menangani pembiayaan bermasalah seperti | dengan penelitian
dalam melalui BASYARNAS, melalui pengadilan, | yang ditulis oleh Cita
Perbankan dan juga terlibatnya pihak kepolisian Sary yaitu pada fokus
Syariah pembiayaan, pada
penelitian yang
ditulis oleh peneliti
menggunakan  jenis
pembiayaan
murabahah saja
sedangkan pada
penelitian yang
ditulis oleh Cita Sary
menggunakan
pembiayaan yang
bermasalah
Yenti Afrida, Pembiayaan yang paling sering | Persamaannya VYaitu
2016, Analisis diaplikasikan pada kenyataannya adalah | pembahasan
Pembiayaan pembiayaan murabahah padahal secara teori | mengenai konsep
murabahah di pembiayaan mudharabah memiliki konsep | pembiayaan
Perbankan bagi hasil murabahah akan
Syariah tetapi pada penelitian
ini tidak membahas
tentang
restrukturisasi
pembiayaan
murabahah yang
berkaitan dengan
tema penelitian yang
dibahas oleh penulis
Muhammad Implementasi Surah Al-Bagarah ayat 280 | Persamaan penelitian
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Ubaidillah dan
Rizqon Halal
Syah Aji, 2020,
Tinjauan atas
Implementasi
Perpanjangan
Masa Angsuran
untuk
Pembiayaan di
Bank Syariah
pada Situasi
Pandemi Covid-
19

dapat dijadikan solusi atas pemberian
restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah
yang terdampak Covid-19 sehingga dapat
mempertahankan stabilitas ekonomi negara.

ini dengan penelitian
yang disusun oleh
penulis yaitu pada

pembahasan
mengenai
restrukturisasi
pembiayaan pada
masa pandemi Covid-
19, situasi  atau

kondisi yang diteliti
pada penelitian ini
sama dengan situasi
yang diteliti  oleh
penulis yaitu pada
saat pandemi Covid-
19. Sedangkan
perbedaannya

terletak pada fokus
jenis pembiayaan
yang diteliti, penulis

fokus pada jenis
pembiayaan
murabahah dan pada
penelitian ini tidak
berfokus pada salah
satu jenis
pembiayaan
Suzila, 2014, Yang menyebabkan terjadinya | Penelitian ini
Analisis restrukturisasi pembiayaan lalah | memiliki  kesamaan
Terjadinya menurunnya pendapatan nasabah sehingga | dengan penelitian
Restrukturisasi | nasabah tidak mampu memenuhi | yang disusun oleh
Pembiayaan kewajibannya. Sistemasi atau langkah- | penulis yaitu pada
Murabahah langkah restrukturisasi pembiayaan meliputi | tema pembahasan
pada PT. Bank | pemberian potongan atau Kkeringanan | yang membahas
Syariah Mandiri | margin, mengubah jangka waktu | mengenai
KCP. Bengkalis | pembiayaan, agunan (aset) yang dijaminkan | restrukturisasi
Ditinjau oleh nasabah dijual untuk melengkapi | pembiayaan
Menurut kewajiban pembiayaannya murabahah  hanya

Ekonomi Islam

berbeda pada tempat

studi kasusnya dan
pada kondisi atau
fenomena yang
terjadi, pada
penelitian yang

disusun oleh penulis
adalah restrukturisasi
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murabahah

19

pembiayaan

pada

masa pandemi Covid-

1.5

1.6

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

Tabel di atas dapat digunakan sebagai tolak ukur dan acuan bagi

pembaca apabila hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama

tetapi dengan sudut pandang dan objek yang berbeda.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan murabahah
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbhk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) terhadap pembayaran angsuran nasabah

Untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan murabahah
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) terhadap kondisi ekonomi usaha nasabah

Untuk mengetahui implementasi  restrukturisasi  pembiayaan
murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) jika dikaji dari konsep maslahah mursalah

Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis

diharapkan skripsi yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi

seluruh pihak. Adapun manfaat dan kontribusi penulisan skripsi ini adalah

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat
memberikan manfaat secara teoritis yaitu menambah pengetahuan,
wawasan, dan kajian teoritis mengenai restrukturisasi pembiayaan.
Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat lain seperti

sebagai pertimbangan dan acuan terhadap penelitian pada masa

16




1.6.2

mendatang mengenai restrukturissasi pembiayaan terutama dalam

menghadapi fenomena atau permasalahan setara Covid-19.

Manfaat Secara Akademis dan Praktis

a)

b)

Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat
memberikan manfaat dan saran bagi PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
dalam mengkalkulasikan efektifitas dari resrtukturisasi
pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah ketika
mengahadapi permasalahan seperti Covid-19 agar PT. Bank
Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) dapat memberikan solusi terbaik bagi nasabahnya
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada nasabah yang
secara otomatis akan berdampak pada perkembangan PT. Bank
Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo)

Bagi Penulis

Hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis diharapkan
dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih
mengenai restrukturisai pembiayaan pada bank syariah
kKhususnya ~ dapat memberikan  pengetahuan  dalam
menyelesaikan permasalahan seperti Covid-19 yang tidak
dapat diprediksikan dimana semua pihak mengalami kerugian.
Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menambah daftar referensi UIN
Sunan Ampel Surabaya terutama pada program studi Ekonomi
Syariah yang berhubungan dengan tema restrukturisasi
pembiayaan pada perbankan syariah kepada mahasiswa
maupun civitas akademik yang memiliki pembiayaan di bank
syariah khususnya yang sedang mengalami permasalahan

karena Covid-19 maupun setara dengan Covid-19.
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1.7

Definisi Operasional

Untuk dapat memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul

penelitian ini, maka di bawah ini merupakan pengertian atau definisi

operasional dari istilah-istilah tersebut:

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya yang
dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan
melakukan perbaikan atau penataan kembali menggunakan metode
rescheduling, reconditioning, dan restructuring yang bertujuan
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Ayu
Nadia, et al., 2018: 337)
Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu akad pembiayaan
yang dilakukan oleh bank dan nasabah yang mana bank
berkedudukan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank
membeli barang atau komoditas yang dibutuhkan oleh nasabah
kepada pemasok kemudian bank menjual barang atau komoditas
tersebut kepada nasabah (pembeli) dengan harga lebih yaitu harga
pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebagai
imbalan atas jasa yang dilakukan oleh bank (Bagya Agung
Prabowo, 2009: 108)
Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama Kkali
muncul di kota Wuhan China pada akhir 2019. Covid-19 adalah
jenis penyakit baru yang proses penyebarannya sangat cepat, virus
ini dapat menyebar melalui kontak fisik seperti puncratan air ludah,
ketika bersalaman, dan lain sebagainya. Penyebaran Covid-19
ditandai dengan gejala infeksi saluran pernafasan dalam kurun
waktu 14 hari (Diah Handayani, 2020: 119).

Maslahah Mursalah
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1.8

Maslahah  Mursalah  merupakan suatu hal yang
mmemberikan manfaat akan tetapi tidak ada dalil atau hukum
syara’ yang menetapkan maupun melarangnya sehingga maslahah
mursalah ini dapat berkembang sesuai dengan perubahan kondisi
dan tempat dan tidak mengandung kemudharatan (Hadi Peristiwo.
dan Abdul Hadi, 2019: 64)
Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan pembaca
dalam memahami bagian-bagian dari penelitian ini serta dapat
memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut ini
sistematika pembahasan penelitian ini yang terdiri dari enam bab:
BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini

dilakukan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan atau
manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika
pembahasan.

BAB Il : Kerangka Teoritis

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan tentang beberapa

teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Teori

tersebut  mencakup tentang konsep  restrukturisasi
pembiayaan dan konsep pembiayaan murabahah. Teori
atau disiplin ilmu tersebut akan digunakan sebagai dasar
dan perbandingan untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini.

BAB IlI : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu melipti lokasi

penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data,

serta teknik analisis data.
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BAB IV

BAB V

BAB VI

: Hasil Penelitian

Bab ini menjelakan tentang hasil penelitian tentang PT.
Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) produk-produk yang ditawarkan oleh PT.
Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) kepada nasabah, serta informasi atau data lain
terkait objek penelitian.

- Analisis Data

Bab ini menjelaskan atau menganalisis data yang telah
didapatkan secara jelas untuk menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini serta mengintegrasikan kepada dasar
teori yang digunakan dalam penelitian ini.

: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data dan berisi saran
kepada objek penelitian dalam menyelesaikan pembiayaan

bermasalah.
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2.1

BAB |1

KERANGKA TEORITIS

Landasan Teori

2.1.1 Restrukturisasi Pembiayaan

a)

Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan di dalam Peraturan
Bank Indonesia No. 10/18/PB1/2008 tentang Restrukturisasi
Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa “Restrukturisasi
pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan
kewajibannya” (Bank Indonesia, Peraturan Bl Nomor
10/18/2008 Pasal 1). Dengan adanya restrukturisasi
pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dapat
membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya
sehingga tidak terjadi pembiayaan yang macet.

Dasar hukum adanya restrukturisasi pembiayaan
berdasarkan beberapa sumber yaitu (Ummi Kulsum dan
Rahmi, 2017: 60):

1) Al-Qur’an

Adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan
oleh perbankan syariah berpedoman pada syariah Islam,
ayat  Al-Quran yang menjelaskan  mengenai
restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Surah Al-
Bagarah ayat 280 yang berbunyi (Trisadini P. U., 2006:

260):
so0da G ok a5l 53 08 03

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,

maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

(Q.S Al-Bagarah: 208)
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b)

2)

3)

4)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila orang atau
nasabah yang sedang mengalami Kkesulitan dalam
membayar angsurannya maka pihak bank berkewajiban
untuk membantu memberikan keringanan. Keringanan
tersebut yaitu berupa restrukturisasi.

Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang mengenai restrukturisasi
pembiayaan ada pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “dalam
menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan
usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank
syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan
nasabah yang mempercayakan dananya”.

Peraturan Bank Indonesia

Restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan juga terdapat pada
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS tentang
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang

Penjadwalan Kembali Tagihan murabahah mengatur

mengenai restrukturisasi pembiayaan.

Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bank

syariah harus menggunakan prinsip kehatian-hatian karena

bank syariah harus bisa memperhatikan dan meminimalisir
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resiko yang akan terjadi. Prinsip kehati-hatian ini sesuai
dengan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan
bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan
usahanya berdasarkan prtinsip syariah, demokrasi ekonomi,
dan prinsip kehati-hatian”, dan juga terdapat pada Peraturan
Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI1/2008 pasal 2 ayat 1 yang
menjelaskan ~ bahwasannya ~ “bank  dapat  dalam
melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan
prinsip kehati-hatian”, serta tercantum dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No. 10/34/DPbS Tahun 2008 pasal 1 butir 1
angka 4 dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan
restrukturisasi pembiayaan, BPRS harus menerapkan
prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip

akuntansi yang berlaku”.

1) Tahapan Restrukturisasi Pembiayaan
Menurut  Peraturan ~ Bank  Indonesia  No.
10/18/PBI1/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan
bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tahapan
dalam restrukturisasi pembiayaan terbagi menjadi 3
yaitu :
a. Rescheduling
Rescheduling atau penjadwalan kembali ini berarti
merubah jadwal pembayaran atau jangka waktu
kewajiban nasabah.
b. Reconditioning
Reconditioning atau mengkondisikan kembali
dengan mengubah sebagian maupun semua
persyaratan pembiayaan seperti jadwal pembayaran,

jangka waktu, jumlah pembayaran maupun
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pemberian keringanan berupa potongan pada jumlah
angsuran dengan tidak menambah sisa kewajiban
nasabah.

c. Restructuring
Restructuring atau menata kembali persyaratan yang
telah ada mengacu pada tahapan-tahapan

sebelumnya yaitu rescheduling atau reconditioning.

Adapun tahapan lain dalam restrukturisasi
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah menurut
berbagai  peraturan perundang-undangann  yakni
(Nurjanah dan Dewi Laela, 2016: 68):

a. Penurunan imbalan atau bagi hasil

b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil

c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan

e. Penambahan fasilitas pembiayaan

f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan

ketentuan yang berlaku
g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada

perusahaan debitur

Melihat dari tahapan-tahapan pada restrukturisasi
pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah secara
umum seperti penjelasan di atas, tahapan restrukturisasi
pada jenis-jenis pembiayaan bank syariah mengacu pada
ketentuan masing-masing jenis pembiayaan itu sendiri
seperti pada pembiayaan jenis piutang murabahah dan
piutang istishna’ memiliki tahapan restrukturisasi
pembiayaan yang terdapat dalam Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 10/34/DPDbS tanggal 20 Oktober 2008
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tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut :

a. Rescheduling
Rescheduling atau penataan kembali berarti
memperpanjang  jangka  waktu  pembayaran
kewajiban dengan tidak mengubah sisa kewajiban
yang harus dibayarkan oleh nasabah.

b. Reconditioning
Perubahan persyaratan kembali atau reconditioning
ini dilakukan dengan mengubah dan menetapkan
kembali persyaratan pembiayaan seperti jadwal
pembayaran angsuran, jangka waktu, dan jumlah
angsuran atau memberikan potongan kepada
nasabah tanpa menambah sisa kewajiban nasabah.

c. Restructuring
Restructuring atau penataan kembali berarti
pengkonversian piutang murabahah dan piutang
istishna’ sesuai dengan sisa kewajiban nasabah
menjadi ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah,
atau musyarakah.

d. Restructuring atau penataan kembali dengan
mengkonversikan menjadi Surat Berharga Syariah
Berjangka Waktu Menengah.

e. Restructuring atau penataan kembali dengan
mengkonversikan menjadi  Penyediaan Modal
Sementara.

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh
bank syariah semata-mata untuk membantu nasabah
yang mengalami pembiayaan bermasalah agar nasabah

tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa
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mengalami pembiayaan macet dan dapat meminimalisir

resiko yang akan diterima oleh bank syariah.

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan terdapat 5

kategori kualitas pembiayaan yang dapat menentukan apakah

nasabah tersebut termasuk dalam pembiayaan bermasalah atau

tidak. 5 kategori tersebut yakni (Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017:
59):

Berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan terdapat 5

kategori kualitas pembiayaan yang dapat menentukan apakah

nasabah tersebut termasuk dalam pembiayaan bermasalah atau

tidak. 5 kategori tersebut yakni (Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017:
59):

a)

b)

Lancar

Kategori lancar ini biasa disebut dengan istilah
kolektibilitas golongan | dimana pada kategori pertama ini
nasabah membayar kewajiban beserta ujrahnya secara tepat
waktu, nasabah aktif melakukan mutasi rekening, dan nasabah
memberikan jaminan berupa modal sebagai bagian dari
pembiayaannya.
Dalam Perhatian Khusus

Pada tingkat kolektibilitas golongan Il ini nasabah
mengalami telat membayar atau memiliki tunggakan kurang
dari 90 hari, nasabah mengajukan pembiayaan baru tetapi

nasabah masih aktif melakukan mutasi rekening.

Kurang Lancar
Yang termasuk dalam kategori kurang lancar atau
kolektibilitas 11l ialah nasabah yang telat membayar atau

memiliki tunggakan dan melannggar kontak yang telah

disepakati lebih dari 90 hari, nasabah tidak terlalu aktif
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melakukan mutasi rekening, kurangnya dokumentasi pada
pembiayaan, serta usaha nasabah terindikasi mengalami
permasalahan pada keuangannya.

d) Diragukan

Pada kategori kolektibilitas IV atau diragukan nasabah telat
membayar atau memiliki tunggakan melebihi 180 hari dan juga
terjadinya wanprestasi melampaui 180 hari.

e) Macet (loss)

Tingkatan yang terakhir adalah macet dimana nasabah
termasuk dalam kolektibilitas V atau golongan yang terakhir
Jika nasabah memiliki tunggakan lebih dari 270 hari dan
menutup kerugian pada operasional dengan menggunakan

pinjaman atau pembiayaan baru.

Berdasarkan 5 kategori kualitas pembiayaan yang telah
dijelaskan, pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah dapat
diberikan solusi yaitu dengan melakukan restrukturisasi.
Restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah merupakan salah
satu usaha bank dalam mengatasi permasalahan pada pembiayaan
nasabah. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh dua
faktor vyaitu faktor internal dan eksternal perbankan. Yang
termasuk dalam faktor internal perbankan yang menyebabkan
terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain (Andini Salamah
dan Arrison Hendry, 2018: 33):

a) Kurang maksimalnya pihak bank dalam menjalankan tugasnya.
Misalnya pihak bank kurang teliti dalam menilai dan
memutuskan apakah nasabah tersebut layak diberikan
pembiayaan atau tidak.

b) Antara bank satu dengan bank lain saling bersaing untuk

mendapatkan kepercayaan nasabah.
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c) Hubungan bank dengan perusahaan lain yang menjalin
kerjasama dan membentuk kelompok serta hubungan bank
dengan pemegang saham dan pengurusnya.

d) Kurang ketatnya pengawasan oleh pihak bank itu sendiri, pihak
Bank Indonesia serta Dewan Pengawas Syariah bagi perbankan

syariah.

Dan yang termasuk dalam faktor eksternal perbankan yang
dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah adalah
nasabah pembiayaan itu sendiri. Nasabah tersebut melakukan
kesalahan yang menyalahai akad yang telah disepakati di awal
seperti tidak jujur, curang dalam melakukan pekerjaan, lalai dalam
bekerja, dan tidak ada itikad baik kepada pihak bank. Selain itu
faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah juga
bisa terjadi karena adanya perubahan perundang-undangan yang
beperngaruh pada politik, ekonomi, dan Ilain-lain yang
mengharuskan untuk menyusun kembali pembiayaan serta bisa
juga disebabkan karena bencana alam, dan kejadian-kejadian yang
tidak terduga seperti munculnya Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan
nasabah (Andini Salamah dan Arrison Hendry, 2018: 33).

Faktor internal dan eksternal perbankan dapat diminimalisir
dengan cara memperhatikan asas-asas dalam pembiayaan
sehinngga risiko bagi pihak bank dapat dihindari secara maksimal.
Beberapa risiko yang dapat dialami oleh bank dalam memberikan

pembiayaan ialah:

a) Nasabah tidak membayar tagihan atas kewajiban
pembiayaannya kepada pihak bank.
b) Nasabah tidak membayar keuntungan atau margin. Dalam

perbankan syariah keuntungan biasa disebut dengan ujrah.
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c)

Ujrah adalah keuntungan yang diperoleh bank sebagai imbalan
atau upah atas jasa yang telah dilakukan oleh pihak bank dalam
mengelola barang atau modal (Ahmad Zuhril Kalam dan Eny
Latifah, 2020: 41).

Biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank memngalami

pembengkakan.

d) Kesehatan pembiayaan menurun.

Risiko-risiko tersebut berpengaruh pada kesehatan bank itu

sendiri dan juga berpengaruh pada dana atau modal yang telah
dipercayakan kepada bank (Sitti Saleha Madjid, 2018: 102). Maka

dari itu sebelum bank memberikan keputusan layak atau tidaknya

nasabah itu diberikan pembiayaan, bank harus memperhatikan

prinsip-prinsip dalam menilai nasabah yang biasanya dikenal

dengan prinsip 5C. Prinsip 5C ini terdiri dari (Andini Salamah dan
Arrison Hendry, 2018: 32):

a)

b)

Character

Yang dimaksud character ini adalah watak dari nasabah
yang akan diberikan pembiayaan. Watak dari nasabah ini bisa
dilihat dari apakah nasabah tersebut mampu dan memiliki
kemauan untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay)
dimana biasanya pihak bank dapat mengetahui dan melihat dari
sifat, kebiasaan, dan gaya hidup nasabah serta dengan menggali
informasi kepada tetangga nasabah untuk mendapatkan
informasi yang mungkin tidak disampaikan oleh nasabah
kepada pihak bank.
Capacity

Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola
bisnis dan kemampuan nasabah dalam pekerjaan. Kemampuan

dalam mengelola bisnis ini sangat penting dalam menentukan
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2.1.3

d)

kemajuan bisnis yang akan dikelola oleh nasabah karena akan
berpengaruh pada tingkat kemampuan membayar nasabah.
Capital

Modal atau capital dikeluarkan oleh nasabah pada awal
pengajuan pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disetujui
dan diberikan oleh bank.
Condition

Pihak bank harus mengamati kondisi perekonomian
nasabah. Tidak hanya melihat pada kondisi perekonomiannya
saja akan tetapi juga melihat kondisi perekonomian tempat
nasabah tersebut bekerja apakah memumpuni atau tidak.
Collateral
Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah
kepada pihak bank yang berguna sebagai jaminan tambahan
setelah jaminan atas diri dan usahanya. Jaminan ini merupakan
opsi terakhir yang dapat digunakan jika memang nasabah sudah
benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya.

Jika prinsip 5C ini sudah terpenuhi pada pengajuan yang

dilakukan oleh nasabah maka pihak bank bisa mempertimbangkan

untuk menyetujui dan memberikan pembiayaan kepada nasabah

tersebut

Pembiayaan Murabahah

Adapun beberapa teori yang akan dibahas antara lain:

a)

Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah merupakan penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi
hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi
sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam
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bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’, transaksi
pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh, dan transaksi
sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi
jasa. Dan pengertian pembiayaan (Siskawati, Hendri, Syarifah,
2015: 17) ialah pemberian dana atau modal untuk mendukung
berjalannya invetasi yang telah direncanakan oleh pihak yang
terlibat.

Murabahah berasal dari isim masdar rabaha-
yuraabihu-muraabahatan yang artinya laba yang diperoleh dari
suatu produk atau barang (Mohammad Ghozali dan Luluk
Wahyu Roficoh, 2019: 55).

Murabahah menurut para ahli figih ialah akad jual beli
dimana pada penjualan dilakukan sesuai harga pokok atau cost
produk atau barang tersebut ditambah dengan margin atau
keuntunngan yang telah disepakati bersama sebagal imbalan
bagi penjual (Wiroso, 2005). Adapun pengertian lain dari
murabahah yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 huruf d
menyatakan bahwa ‘“akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan lebih sebagai keuntungan yang
disepakati”.

Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan murabahah
adalah suatu kegiatan dimana bank syariah memiliki peran
yaitu sebagai penjual yang berarti bank syariah menjual produk
atau barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli
dan pembeli membeli produk atau barang tersebut dengan
harga lebih yang berasal dari harga beli sesuai harga pokok
ketika pembelian ditambah dengan keuntungan atau laba yang
telah disepakati sebagai imbalan bagi bank syariah (Ari
Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah, 2019: 71).
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b)

Dari pengertian pembiayaan murabahah di atas dapat
disimpulkan bahwa ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi
yaitu A sebagai pemasok, B sebagai pembeli dari pemasok dan
penjual yang akan menjual kepada pembeli kedua (C) dimana
kedua peran ini dilakukan oleh bank syariah sebagai jembatan
antara pemasok dan pembeli kedua (C), dan C sebagai pembeli
kedua yang membutuhkan produk atau barang untuk dikelola
dan dijual kembali. Dalam transaksi ini pihak C memesan
produk atau barang kepada pihak B untuk membeli produk atau
barang tersebut kepada pihak A dengan perjanjian pihak B atau
bank syariah tidak berhak atas kepemilikan produk atau barang
tersebut tetapi langsung dikembalikan attau disalurkan kepada
pihak C (Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah, 2019: 71).

Dasar Hukum Murabahah

Dasar hukum adanya murabahah terdapat dalam (Yenti
Afrida, 2016: 158):

1) Al-Qur’an
Anjuran untuk melakukan murabahah mengacu pada
Surah Al-Maidah ayat 1:
sl 5T stale (ol e
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad
itu...”
Juga terdapat dalam Surah Al-Bagarah ayat 280:
so0da G ok a5l 53 08 03
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,

maka berilah tangguhsampai ia berkelapangan...”

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan
pembiayaan bukan kegiatan yang dilarang dan harus

didasari dengan rasa suka sama suka sehingga jika ada
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salah satu pihak mengalami kesusahan maka pihak lain
dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan memberikan solusi terbaik agar kedua belah pihak
tidak ada yang dirugikan.

2) Hadist
Ada dua hadist yang diriwiyatkan oleh Tirmidzi
mengenai pembiayaan murabahah. Dua hadist tersebut
lalah :
G o Ol iy il 40 im0 () Al ) oy 15 i B2
508135 (a5 8 O oy JADY ae - 08 ¢ Ll i
/ RO F RN
“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’bahwa Rasulullah ditanya:
“wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling
baik? "Rasulullah  menjawab  pekerjaan orang
dengan tangannya sendiri dan jual beli secara
mabrur” (Riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath
Thabrani) (As-Shan’ani, 1995)

Dan hadist yang kedua adalah

g aligadle 80 Yoo di O3y Hlaie # a5 A sinia ol B

Ol ol danaa g dale Gl ) o)) ¢ il 35 G all W) 06

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, ‘“‘Sesungguhnya jual beli itu harus
dilakukan suka sama suka””. (HR. Al-Baihagi dan
Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
Dari kedua hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam berjual beli menggunakan prinsip suka sama
suka yang mengacu pada pembiayaan murabahah yang
berdasar pada hukum ba i atau jual beli.
3) Kaidah Ushul Al-figh
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4)

Dalam kaidah ushul al-figh hukum melakukan
pembiayaan murabahah diperbolehkan sesuai dengan:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”.

Fatwa DSN-MUI
Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang

pembiayaan murabahah terdapat dalam Fatwa Nomor

04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi Kketentuan umum
pembiayaan murabahah bagi bank syariah dan nasabah (Tri

Setiady, 2014: 525). Adapun ketentuan umum bagi bank

syariah antara lain:

a. Pada akad murabahah antara bank syariah dan nasabah
harus terbebas dari riba.

b. Produk atau barang yang menjadi objek dalam
pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam.

c. Sebagian maupun keseluruhan harga produk atau
barang yang sesuai dengan kualifikasinya dibiayai oleh
bank syariah.

d. Produk atau barang yang dibeli oleh bank harus
menggunakan nama bank syariah itu sendiri dan
pembelian tersebut harus sah dan terbebas dari unsur
riba.

e. Segala yang berkaitan dengan pembelian yang
dilakukan oleh bank syariah harus disampaikan seperti
jika bank melakukan pembelian tersebut secara hutang.

f.  Setelah bank melakukan pembelian tersebut bank dapat
menjual produk atau barang tersebut kepada nasabah
dengan menginformasikan dengan jujur kepada

nasabah bahwa harga jual yang dipatok oleh bank
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syariah berasal dari harga pokok pembelian ditambah
dengan keuntungan atau laba.

Nasabah membayar kewajibannya sesuai dengan harga
dan jangja waktu yang telah disepakati bersama.

Bank syariah dapat menbuat perjanjian khusus dengan
nasabah dengan tujuan untuk mengurangi risiko jika
terjadi penyalahgunaan atau kerusakan.

Apabila bank syariah mewakilkan pembelian barang
atau komoditi kepada nasabah dari pihak ketiga maka
akad murabahah tersebut sah dengan syarat dilakukan
setelah barang atau komoditi tersebut secara prinsip
milik bank syariah.

Dan ketentuan umum bagi nasabah sebagai berikut:

a.

Nasabah melakukan pengajuan atas permohonan
pembelian barang maupun aset kepada bank syariah.
Dari pengajuan yang dilakukan oleh nasabah, apabila
bank syariah menyetujui pengajuan tersebut maka bank
syariah akan melakukan pembelian terhadap aset atau
barang yang diajukan oleh nasabah dengan akad
perdagangan yang sah.

Setelah bank mendapatkan barang atau aset yang
diminta oleh nasabah maka bank melakukan penawaran
kepada nasabah dengan syarat nasabah harus membeli
barang atau aset tersebut sesuai dengan kesepakaan di
awal karena sesungguhnya kesepekatan tersebut
bersifat mengikat. Setelah penawaran antara bank
syariah dengan nasabah telah disepakati maka bank
syariah dan nasabah dapat membuat kontrak atas jual

beli yang telah disepakati tersebut.
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d. Pada kesepakatan jual beli yang dilakukan antara bank
syariah dan nasabah, bank syariah diperbolehkan
meminta uang muka kepada nasabah pada awal
kesepakatan.

e. Uang muka yang dibayarkan nasabah kepada bank
syariah dapat digunakan untuk mengganti biaya
pembelian oleh bank syariah jika nasabah tidak
menolak barang atau aset yang telah dibeli oleh bank.

f. Apabila uang muka yang dibayarkan oleh nasabah tidak
bisa menutup biaya pembelian maka bank syariah bisa
meminta sisa kekurangannya kepada calon nasabah
tersebut.

g. Apabila menggunakan kontrak urbun atau yang biasa
disebut dengan istilah DP (Down Payment) sebagai
pilihan alternatif dari uang muka, maka:

1. Apabila nasabah memberikan keputusan bahwa
nasabah tersebut membeli barang atau produk yang
ditawarkan oleh bank syariah maka nasabah
tersebut hanya membayar sisa harga setelah
dikurangi uang muka.

2. Dan apabila nasabah membatalkan atau menolak
pembelian atas produk atau barang yang telah
disediakan oleh bank maka kerugian yang diterima
oleh bank atas barang tersebut dapat ditutupi
dengan uang muka nasabah, jika uang muka
tersebut tidak cukup untuk menutup Kkerugian
tersebut maka nasabah harus membayar sisa
kekurangannya.

¢) Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan murabahah
sebagai berikut (Yenti Afrida, 2016: 159):
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1)

2)

3)

4)

5)

Ba’i

Ba’i artinya penjual. Penjual adalah orang atau
pihak yang memiliki produk atau barang yang akan
diperjualbelikan.
Musytari

Musytari atau pembeli ialah orang yang membeli
barang atau produk yang dijual oleh ba’i atau orang yang
melakukan permintaan terhadap barang yang ditawarkan
oleh penjual.
Mabi’

Barang atau mabi’ merupakan objek yang
diperdagangkan oleh ba i dan musytari.
Tsaman

Tsaman yaitu harga yang berlaku pada proses jual
beli dimana harga ini bertindak sebagai alat pengukur nilai
atas barang atau produk yang diperjualbelikan.
ljab dan Qabul

ljab dan gabul ini berupa perjanjian atas akad yang

telah disepakati oleh penjual dan pembeli,

Tidak hanya ada rukun dalam pembiayaan

murabahah akan tetapi juga terdapat syarat-syarat pembiayaan

murabahah. Berikut ini merupakan syarat-syarat pembiayaan
murabahah antara lain (Yenti Afrida, 2016: 160):

1)

Pihak yang terlibat di dalam akad
Adapun syarat-syarat pihak yang terlibat di dalam
akad (penjual dan pembeli) yaitu:
a. Mengerti dan memahami hukum
b. Saling ridho satu sama lain. Syarat ini sangat penting

pada pembiayaan murabahah karena pada dasarnya
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prinsip utama jual beli adalah suka sama suka dan tidak

ada pemaksaan.

2) Barang atau objek yang dijualbelikan

3)

Syarat-syarat barang atau produk yang dapat

dijadikan objek jual beli ialah:

a.

Tidak mengandung unsur haram yang dilarang oleh
syariat Islam.

Memiliki manfaat

Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli

Barang atau produk adalah hak milik pihak yang terlibat
akad

Objek harus sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan
oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Tidak boleh
ada kebohongan pada akad agar tidak merugikan salah
satu atau kedua belah pihak.

Apabila objek tersebut adalah barang bergerak maka
barang tersebut merupakan kuasa penuh pembeli setelah
akad disertai dengan dokumentasi sebagai bukti bahwa

akad telah dilaksanakan.

Akad
Akad atau ijab gabul dapat disepakati apabila:

a.

Akad dilakukan dengan jelas, pihak yang terlibat dalam
akad harus jelas sesuai dengan spesifikasi.

Akad yang disebutkan harus sesuai dengan kenyataan
barang dan harga yang disetujui bersama.

Tidak terdapat ketidakjelasan pada akad di masa
mendatang.

Jangka waktu yang telah disepakati tidak boleh dibatasi
misalnya penjual menjual barangnya kepada pembeli

dalam jangka waktu 1 tahun kemudian jika sudah
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menginjak 1 tahun barang tersebut kembali menjadi

milik penjual.

4) Harga
Syarat-syarat harga pada pembiayaan murabahah adalah :

a.

Harga jual ialah harga pokok pembelian ditambah
dengan laba atau keuntungan.
Tidak diperbolehkan merubah harga jual selama masa
akad dari awal hingga selesai.
Cara pembayaran dan jangka waktu harus disepakatai
dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Syarat sah pembiayaan murabahah juga dapat

dijelaskan sebagai berikut (Mohammad Ghozali dan Luluk
Wahyu, 2019: 57):

a.

Harga pokok pembelian harus jelas dan diketahui oleh
pembeli karena Kkejelasan mengenai harga beli
merupakan syarat utama pada jual beli. Apabila pembeli
tidak mengetahui harga beli dan pembeli sudah
meninggalkan tempat transaksi maka akad atau ijab
gabul jual beli dinyatakan rusak atau tidak sah.

Harga jual yang dipatok oleh penjual merupakan harga
pokok pembelian (harga beli) ditambah dengan
keuntungan atau margin. Keuntungan yang diambil oleh
bank syariah harus diketahui dan dijelaskan kepada
pembeli (nasabah) karena salah satu syarat sah jual beli
murabahabh ialah harga yang jelas.

Barang atau komoditi (objek transaksi) dibeli dengan
modal berupa barang mitsli. Modal juga diperbolehkan
menggunakan barang qimi dan keuntungan yang
diambil menggunakan uang. Barang mitsli ialah barang
yang mudah ditemukan dan didapatkan di pasar yang

jenis dan harga nya sama seperti papan, kain, dan lain-
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lain sedangkan barang qgimi adalah barang yang sulit
ditemukan dan didapatkan di pasar, apabila ditemukan
di pasar jenisnya berbeda dengan harga yang sama
seperti pakaian, binatang, dan lain sebagainya (Wening
Purbatin, 2013: 162).

. Barang atau produk yang dijadikan objek transaksi

beserta alat pembayarannya bukan barang ribawi
(barang yang habis jika dikonsumsi). Apabila barang
atau produk yang dijadikan objek transaksi dan alat
pembayarannya berupa barang ribawi yang sejenis
maka keuntungan yang diambil terhitung riba dan jika
berbeda jenis maka jual beli murabahah tersebut sah.

. Jual beli murabahah dinyatakan sah apabila transaksi

jual beli yang pertama sah sehingga akad selanjutnya
secara otomatis juga sah. Apabila akad yang pertama
tidak sah maka akad selanjutnya juga tidak sah dan

akad jual beli murabahah dinyatakan batal atau rusak.

d) Skema Pembiayaan Murabahah

Skema dasar pembiayaan murabahah dapat dijelaskan

seperti di bawah ini (Andini Salamah dan Arrison Hendry,
2018: 35):

|7 1. Negosiasi dan Persyaratan

Nasabah

Bank 2. Akad dan jual beli -
Syariah < —
6. Bayar
3. Beli Barang
5. Terima Barang
v dan Dokumen
Pemasok /
supplier 40




4. Kirim Barang

Gambar 2.1
Skema pembiayaan murabahah

Keterangan:

1.

Nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi, jika
negosiasi  berhasil dan pengajuan pembiayaan
murabahah disetujui makan nasabah dapat melengkapi
persyaratan pembiayaan.

Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan,
akad atau ijab gabul antara bank syariah dan nasabah
bisa dilaksanakan.

Kemudian setelah akad dilakukan, bank syariah
membeli barang atau komoditi yang diminta oleh
nasabah kepada pemasok atau supplier.

Setelah barang yang diminta oleh nasabah dibeli oleh
bank syariah selanjutnya adalah pemasok atau supplier
mengirim barang atau komoditi tersebut kepada
nasabah.

Pada saat supplier mengirim barang, supplier juga
menyertakan dokumen dan nasabah menerima barang
beserta dokumennya.

Dan tahap terakhir adalah pembayaran. Setelah barang
dan dokumen diterima oleh nasabah, nasabah wajib
membayar atas pesanannya kepada bank syariah sesuai

dengan akad yang telah disepakati.

Skema di atas adalah skema dasar pembiayaan

murabahah, ada model skema pembiayaan murabahah
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yang sering digunakan oleh bank syariah seperti berikut ini
(Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu, 2019:64):

Bank

—» 1. Negosiasi dan Persyaratan -
2. Akad Wakalah untuk Beli
—’ 44—
Barang
Y 48 3. Akad Jual Beli Kredit —
T 4 4. Bayar Angsuran ]

Nasabah

Menyediakan Jaminan

Gambar 2.2

Skema pembiayaan murabahah yang sering digunakan bank

syariah

Pada skema proses terjadinya pembiayaan
murabahah di atas sama seperti skema pembiayaan
murabahah pada umumnya hanya berbeda pada langkah
yang kedua saja yaitu adanya akad wakalah. Akad wakalah
ini dilakukan jika bank syariah mewakilkan pembelian
barang kepada nasabah dengan syarat barang atau komoditi
harus menjadi milik bank terlebih dahulu sehingga akad
pembiayaan murabahah bisa dinyatakan sah. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa perjanjian akad murabahah dan
akad wakalah ini dilakukan secara bersamaan agar tidak
terjadi kesalahan atau risiko bagi bank, untuk itu bank dapat

memberikan dana kepada nasabah melalu rekening dan
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nasabah dapat menandatangani tanda terima sebagai bukti

bahwa nasabah mempunyai hutang kepada bank.
2.1.4 Covid-19

a) Pengertian Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama Kkali
muncul di kota Wuhan China pada akhir 2019. Virus ini cepat
sekali menyebar dan dapat membahayakan manusia. Covid-19
dapat menyebar ditandai dengan gejala infeksi saluran
pernafasan dalam kurun waktu 14 hari. Ada 3 tingkatan pasien
yang terjangkit virus ini yaitu OTG (Orang Tanpa Gejala)
berarti orang dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat dan tidak
mengalami gejala karena sistem imun tubuh yang kuat tetapi
orang yang sistem imun tubuhnya lemah sehingga dapat
mengakibatkan orang tersebut terinfeksi virus ini. Kemudian
ODP (Orang Dalam Pemantauan) dimana orang ini mengalami
gejala-gejala terinfeksi Covid-19 dan perlu dilakukan Rapid
Test, dan tingkatan terkahir yaitu PDP (Pasien Dalam
Pemantauan). Tingkatan ini menunjukkan bahwa orang
tersebut terindikasi atau reaktif Covid-19 melihat dari hasil
Rapid Test dan perlu dilakukan test lebih lanjut serta
penanganan yang serius agar tidak menyebarkan virus ke orang
lain (Diah Handayani, 2020: 119).

Kasus Covid-19 pertama kali ditetapkan menginfeksi
Indonesia pada 2 Maret 2020 yang diawali dengan
terindikasinya dua orang terinfeksi virus ini karena mempunyai
riwayat bertemu dan melakukan kontak secara langsung
dengan penduduk Jepang yang terindikasi berstatus positif
Covid-19 (Posma Sariguna, dkk, 2020: 49). WHO (World
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Health Organization) dan lembaga kesehatan PBB telah
menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai
virus yang membahayakan bagi seluruh dunia tidak hanya
Indonesia dan berlakunya masa pandemi secara global di
seluruh dunia sejak 11 Maret 2020 (Abdurrahman Misno BP,
dkk, 2020: 379).

Sampai saat ini jumlah orang yang terpapar Covid-19 di
Indonesia semakin bertambah. Data terakhir tanggal 1
November 2020, jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar
Covid-19 berjumlah 643.508 orang, 97.139 (15,095%)
merupakan pasien yang dirawat, 19.390 (3,013%) meninggal,
dan 526.979 (81,892%) dinyatakan sembuh. Jumlah tersebut
mengalami  kenaikan  sebanyak  7.354  kasus  baru

(Kompas.com).

Dalam mencegah penyebaran dan memutus mata rantai
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) banyak langkah-
langkah yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara.
Adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah
dalam mencegah penyebaran dan memutus mata rantai Covid-
19 sebagai berikut (Abdurrahman Misno BP, dkk, 2020: 379):

1) Lockdown

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19
pemerintah memberlakukan lockdown pada beberapa kota.
Pengertian lockdown sendiri ialah suatu keadaan darurat
yang memaksa orang pada suatu wilayah tersebut untuk
tidak bepergian keluar rumah ataupun bepergian ke
wilayah lain tanpa perizinan yang ketat dari pemerintah
(Posma Sariguna, dkk, 2020: 49). Di Indonesia lockdown

disebut juga dengan karantina wilayah, menurut Undang-
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Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 Ayat 10 tentang
Karantina Wilayah dijelaskan bahwa “Karantina Wilayah
adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah
termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian
rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit
atau kontaminasi .
2) Semi-lockdown

Pengertian semi-lockdown sama seperti lockdown
akan tetapi semi-lockdown tidak menutup semua akses
suatu wilayah tetap membuka akses dengan pemberlakuan
protokol kesehatan yang diperketat untuk mencegah
penyebaran Covid-19 misalnya tempat pariwisata tetap
dibuka akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan
yang diberlakukan oleh pemerintah dan dibatasi jumlah
wisatawan yang mengunjunginya.

3) PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar

Selain diberlakukannya lockdown dan semi-
lockdown  kebijakan pemerintah dalam  mencegah
penyebaran Covid-19 adalah dengan memberlakukan
PSBB. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 11 tentang
Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa “Pembatasan
Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian
rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit
atau kontaminasi”. Sehingga dapat dijelaskan menutut
Undang-Undang Pasal 1 Ayat 11 tentang Kekarantinaan
Kesahatan, pengertian dari PSBB ialah suatu keadaan
dimana penduduk dalam suatu wilayah yang terindikasi

tertular atau terinfeksi suatu penyakit sehingga dibatasi
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dalam melakukan kegiatan tertentu untuk mencegah
penyebaran penyakit.

Penerapan kebijakan PSBB di Indonesia pertama
kali diberlakukan pada 10 April 2020, kota pertama yang
diterapkan pemberlakuan PSBB adalah kota Jakarta
melihat dari angka penyebaran Covid-19 terbanyak adalah
Jakarta dan kemudian disusul oleh beberapa kota atau
daerah lain. Ketentuan umum pelaksanaan PSBB terdapat
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59 Ayat
3 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berisi (Aprista
Ristyawati, 2020: 242):

Pembatasan Sosial Berskala Besar terdiri dari :

a. Sekolah dan tempat bekerja diliburkan

b. Kegiatan keagamaan dibatasi

c. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dan yang

dilakukan di tempat atau fasilitas umum dibatasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan solusi yang
dapat dilakukan untuk memutus penyebaran mata rantai
Covid-19 sampai ditemukannya vaksin virus tersebut yang
kemungkinan akan dibagikan di Indonesia pada Januari
2021.

b) Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian

Selama belum ditemukan dan dibagikannya vaksin
Covid-19 untuk mengurangi penyebaran virus ini, Covid-19
memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap segala
sektor. Diberlakukannya beberapa kebijakan pemerintah
mengenai pembatasan sosial seperti lockdown, semi-lockdown,
dan PSBB sangat berdampak pada terhambatnya kegiatan yang
melibatkan banyak orang, seperti diliburkannya sekolah dan

dikuranginya kegiatan di kantor bagi pekerja. Situasi ini dapat
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menghambat proses pembelajaran tradisional yang dilakukan
di sekolah dan diganti dengan pembelajaran daring atau
menggunakan internet (Kriswanda Krishnapatria, 2020: 1).

Selain itu adanya kebijakan lockdown, semi-lockdown,
serta PSBB banyak perusahaan yang secara terpaksa
mengurangi jumlah karyawan demi mematuhi kebijakan
pemerintah yaitu social distancing atau berjarak satu sama lain
dengan tidak berdekatan dengan jarak minimal 1 meter.
Karena dikuranginya kegiatan di kantor, banyak pekerja yang
diharuskan untuk WFH (Work From Home). Selain itu dengan
adanya pengurangan jumlah karyawan, kegiatan produksi pada
perusahaan dapat terhambat sehingga berakibat pada
penurunan pendapatan karena tidak bisa memproduksi dalam
jumlah besar. Dari penurunan pendapatan ini secara otomatis
dapat berpengaruh pada perekonomian negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga berdampak
pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat karena tempat-
tempat yang menjadi sasaran masyarakat untuk berkumpul
seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan lain-lain ditutup
sehingga masyarakat tidak bisa bepergian keluar rumah dan
lebih memilih untuk di rumah dengan berbelanja secara online.
Hal ini dapat mengakibatkan banyak usaha yang bangkrut
karena menurunnya pendapatan secara signifikan dan terpaksa
harus memberhentikan karyawannya sehingga jumlah
pengangguran semakin bertambah (Abdurrahman Misno BP,
dkk, 2020: 379). Selain itu rendahnya tingkat konsumsi
masyarakat juga berpengaruh pada tingkat kemapuan bayar
nasabah bank syariah karena usaha yang dijalankan oleh
nasabah mengalami penurunan yang dapat mengakibatkan

kredit atau pembiayaan macet. Hal ini juga akan berpengaruh
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terhadap pendapatan nasional dan ekonomi negara mengalami
penurunan yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi
(Muhammad Ubaidillah dan Rizgon Halal, 2020: 11).
2.1.4 Maslahah Mursalah
Menurut bahasa maslahah berasal dari bahasa Arab zl=
dan bentuk masdar z3.= yang berarti baik, memberikan manfaat
dan tidak mengandung kerusakan sedangkan menurut istilah adalah
yang memberikan manfaat atau kemaslahatan dan tidak
mengandung kejelekan atau kerusakan (Ahmad Qorib dan Isnaini
Harahap, 2016: 56). Adapun kategori maslahah jika dilihat dari
segi keberadaannya dibagi menjadi 3 yaitu (Hadi Peristiwo dan
Abdul Hadi, 2019: 64):
a. Maslahah Al-Mu tabarah
Maslahah Al-Mu tabarah adalah jenis maslahah yang terdapat
dalil Al-Qur’an atau nash nya secara jelas dan diakui oleh
hukum syara’ serta dapat digunakan sebagai pedoman atau
petunjuk dalam menetapkan suatu hukum.
b. Maslahah Al-Mulghah
Adalah kemaslahatan yang berkebalikan dengan dalil Al-
Qur’an atau nashnya sehingga kemaslahatan tersebut ditolak
karena tidak sesuai dengan nash dan tidak dapat digunakan
dalam menetapkan hukum karena tidak diakui oleh hukum
syara’.
c. Maslahah Al-Mursalah
Maslahah Al-Mursalah merupakan jenis maslahah yang baik
dan memberikan manfaat akan tetapi tidak ada dalil Al-Qur’an
atau nash yang menetapkan maupun melarangnya. Maslahah
al-mursalah ini dapat menyesuaikan kondisi dan tempat serta

tidak mengandung kemudharatan.
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2.2

Dari kategori di atas Maslahah Mursalah tersusun dari kata
maslahah dan mursalah. Pengertian dari maslahah sudah
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sedangkan mursalah
secara bahasa artinya bebas atau terlepas. Yang dimaksud bebas
atau terlepas ini adalah bebas dari ketetapan boleh atau tidak untuk
dilakukan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik yang memberikan
manfaat atau kemaslahatan dan tidak mengandung kejelekan atau
kemudharatan (Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, 2016: 57).

Maslahah mursalah dapat digunakan dalam menetapkan
hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini
(Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, 2016: 57):

a. Maslahah mursalah harus berupa maslahah yang jelas dan
tidak menduga-duga, masuk akal dan mendatangkan manfaat
serta terhindar dari kemudharatan.

b. Kemaslahatan tersebut berlaku untuk kemaslahatan umat tidak
untuk kemaslahatan pribadi atau perorangan sehingga dapat
memberikan manfaat bagi semua orang dan tidak
menguntungkan bagi individu atau sekelompok orang tertentu
saja.

c. Adanya maslahah mursalah ini sejalan dengan tujuan
utamanya yaitu memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi
semua manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an,

hadist, dan lain-lain.

Kerangka Konseptual
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Restrukturisasi

l

Pembiayaan
Murabahah
PT. Bank BRISyariah Pandemi Nasabah
KC Sidoarjo 1 cCoid19 [ *
Pembayaran Perekonomian
Angsuran Nasabah Nasahah
Konsep Maslahah
Mursalah
Gambar 2.3

Kerangka konseptual

Dari kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa:

a) Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya dalam

menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini

berfokus pada restrukturisasi pembiayaan murabahah

pada masa pandemi Covid-19 oleh bank syariah yang

bertujuan untuk memberikan solusi terhadap nasabah
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b)

yang mengalami penurunan pendapatan karena
terdampak Covid-19 sehingga mengalami kesulitan
dalam  memenuhi  kewajiban atau  membayar
angsurannya.

Dari adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan
oleh bank dapat diketahui tingkat pembayaran angsuran
nasabah dan kondisi perekonomian nasabah setelah
dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Setelah diketahui tingkat kemampuan nasabah dalam
membayar angsuran atau kewajibannya dan kondisi
perekonomian  nasabah, juga dapat diketahui
implementasi  restrukturisasi ~ pembiayaan  yang
dilakukan oleh bank syariah jika dikaji dari konsep
maslahah mursalah. Pada penelitian ini yang menjadi
narasumber adalah pihak bank dimana pihak bank yang
memiliki data mengenai perkembangan dari nasabah

tersebut.
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3.1

3.2

3.3

BAB Il1

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
yang beralamat JI. Jend. A. Yani No. 4lab RW. 01 Sidokumpul,
kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo.
Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada
penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan dilakukan
pengamatan secara langsung di lapangan. Sedangkan jenis penelitian
kualitatif sendiri dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian yang
menggunakan data sebagai acuan dengan melihat masalah-masalah yang
terjadi di masyarakat sebagai objek penelitian disertai dengan teori-teori
yang sudah ada sebagai pendukung data-data yang terkumpul. Pada
penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data deskriptif yang
diambil berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang dituju,
pengamatan atau obsevasi secara langsung di lapangan, dan dokumen-
dokumen berupa foto dan dokumen penting lainnya yang berhubungan
dengan penelitian (Sugiyono, 2005: 61).
Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu
purposive sampling. Purposive sampling ialah model sampling dimana
subjek yang diteliti dibatasi oleh ciri-ciri atau kriteria tertentu dan data
mengenai subjek tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Supardi, 1993:
107). Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah nasabah yang
diberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo). Nasabah yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 yang terdiri dari
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3.4

nasabah yang diberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa

pandemi Covid-19.

Data yang Dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data atau

informasi yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan oleh

peneliti untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah

disusun.

a)

b)

Data Primer

Adapun yang dimaksud data primer yaitu data atau informasi yang
diperoleh langsung dari pihak yang dituju atau yang berkaitan dengan
penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak yang
berkaitan dengan PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo). Bentuk data primer pada penelitian ini
adalah wawancara yang dilakukan dengan Manager AOM, karyawan
AOM, dan juga nasabah, observasi yang dilakukan di PT. Bank
Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo),
dan dokumentasi yang berisi data, informasi yang berkaitan dengan
penelitian.
Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari
media perantara atau secara tidak langsung. Adapun data sekunder
yang digunakan seperti jurnal, buku, skripsi, internet, penelitian
terdahulu, dan media lainnya yang berkaitan dengan restrukturisasi

pembiayaan dan fenomena Covid-19 yang terjadi sekarang.
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3.5

3.6

Sumber Data
3.5.1 Sumber Data Primer

Pada penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer
yang merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti dari
pihak yang dituju secara langsung. Data primer ini berupa hasil
wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi yang
didapatkan dari pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data
primer yang diperoleh berasal dari pihak terkait seperti pimpinan
cabang, manajer-manajer, dan karyawan serta nasabah yang
mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo).

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa sumber
data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data yang
diperoleh secara tidak langsung ini berasal dari jurnal, buku,
internet, penelitian terdahulu, dan media-media lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada

penelitian kualitatif ini adalah :

a) Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun
langsung atau pengamatan secara langsung di lapangan dengan tujuan
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
Setelah peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan
maka peneliti dapat menelaah lebih lanjut data dan informasi tersebut.
Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan dengan
mengikuti survei kepada nasabah yang diberikan restrukturisasi
pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) agar dapat mengetahui apakah
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b)

restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan
bayar dan perekonomian usaha nasabah tersebut dalam masa pandemi
Covid-19.
Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data
yang sering digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial.
Wawancara ini biasanya dilakukan dengan bertatap muka atau bertemu
secara langsung dengan pihak yang akan dijadikan narasumber untuk
dimintai informasi, data, dan fakta yang berhubungan dengan
penelitian. Dari hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan
oleh peneliti, adanya wawancara dapat membatu memperdalam hasil
observasi tersebut (Mita Rosaliza, 2015: 71). Maka dari itu wawancara
dapat dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait seperti
pimpinan cabang, manajer-manajer, karyawan PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dan
nasabah yang telah diberikan restrukturisasi pembiayaan. Wawancara
dilakukan dengan bertemu langsung dan bertatap muka dengan
Manager AOM, karyawan AOM, dan nasabah-nasabah serta juga
dilakukan secara daring atau online yaitu melalui media WhatsApp.
Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang
didasarkan pada dokumen mengenai peristiwa atau kejadian yang telah
terjadi di masa lalu dimana dokumen tersebut berupa foto, karya tulis
seseorang yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membantu
peneliti dalam membuktikan kebenaran atas data dan informasi yang
telah didapatkan (Ekky Maria, Aan Permana, & Yuli Rohmiyati, 2013:
6). Dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dokumen
berupa foto atau karya tulis yang berhubungan dengan restrukturisasi
pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah.
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3.7

Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan informasi telah dikumpulkan maka langkah yang

harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah mengolah data dengan

menggunakan teknik pengolahan data. Adapun tahapan teknik pengolahan

data pada penelitian ini antara lain :

a)

b)

Reduksi

Tahapan reduksi pada penelitian ini adalah peneliti memilih data-
data dan informasi utama yang telah didapatkan dari pihak yang terkait
di lapangan untuk kemudian disederhanakan dan disaring mendukung
atau tidaknya data tersebut terhadap penelitian sehingga dapat
memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang mendukung
penelitian. Dan untuk data yang tidak mendukung penelitian dapat
dibuang agar tidak menyulitkan peneliti.

Tahapan reduksi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam
mendapatkan data atau informasi yang lebih spesifik karena
dilakukannya penyederhanaan dan penyaringan. Dan jika peneliti
merasa data dan informasi yang telah disaring kurang, peneliti bisa
melengkapi data tersebut dengan mengumpulkan data tambahan yang
diperlukan.

Dalam tahapan reduksi ini aspek-aspek yang dapat disederhanakan
dan disaring ialah data yang telah didapatkan peneliti pada saat
tahapan pengumpulan data yang berkaitan dengan restrukturisasi
pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah yang terdampak
Covid-19.

Penyajian Data

Tahapan selanjutnya setelah tahapan reduksi adalah tahapan
penyajian data. Penyajian data yaitu suatu tahapan dimana peneliti
menyajikan semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dan

disusun dalam bentuk kerangka pemaparan yang nantinya akan
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3.8

menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun oleh
peneliti.

Adapun data yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang
telah disederhanakan dan disaring atau data hasil reduksi yang
berhubungan dengan penelitian ini yaitu restrukturisasi pembiayaan
yang diberikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah yang terdampak Covid-19.

c) Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan penarikan kesimpulan ini, peneliti melakukan analisis
data dan informasi yang telah disusun pada tahapan sebelumnya untuk
ditarik kesimpulan mengenai fakta dan kebenarannya yang secara
otomatis akan menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

Uji Keabsahan Data

Tahap uji keabsahan atau validitas data merupakan tahap yang
sangat penting dalam penelitian karena jika data atau informasi yang telah
dikumpulkantidak jelas validitasnya maka kesimpulan yang akan
didapatkan juga akan diragukan. Adapun salah satu yang dapat dilakukan
oleh peneliti dalam uji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi
merupakan suatu langkah atau cara dalam memperoleh data yang jelas
validitas atau keabsahannya dengan melalui metode ganda (Bachtiar S.
Bachri, 2010: 56). Pada penelitian ini cara yang digunakan oleh peneliti
adalah triangulasi sumber dimana peneliti membandingkan hasil

wawancara dengan hasil pengamatan dan dokumentasi.
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3.9

Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualaitatif ini peneliti menganalisis data
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada metode deskriptif
kualitatif ini peneliti menganalisis data berdasarkan hasil pemikiran-
pemikiran dan observasi atau pengamatan di lapangan. Dari hasil analisis
data yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan bentuk narasi dimana
didalamnya memuat hasil penelitian dan pandangan yang telah dilakukan
oleh peneliti sesuai dengan fakta-fakta dan data yang ada di lapangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo)

411  Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam
industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat,
merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri

halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai
fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri
halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri
telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan
dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan,
serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari
tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan
juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi
korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki
Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI
Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil
Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank
Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu
entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan

menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga
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4.1.2

menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas,
serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung
sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta
komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah

Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan
ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang
diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional
serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah
perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan
memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil

‘Aalamiin).

Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo)

4.1.2.1 Visi
TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

4.1.2.2 Misi

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank
berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun
2025

b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi
para pemegangsaham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE
18%) dan valuasi kuat (PB>2)
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c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para
talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan
masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan
karyawan dengan budaya berbasis kinerja

4.1.3  Produk-produk PT. Bank Syariah Indonesia Tbhk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo)
a. Produk Simpanan iB

1.

Tabungan Faedah BSI

Tabungan Faedah adalah produk simpanan yang dimiliki
oleh BRI Syariah untuk nasabah perorangan dalam
memudahkan bertransaksi. Tabungan Faedah BSladalah
jenis Tabungan BSlyang Gratis Admin Bulanan

Tabungan Haji BSI

Tabungan haji adalah tabungan khusus bagi masyarakat
yang bertujuan untuk memenuhi biaya penyelenggara
ibadah haji

Tabungan Impian BSI

Tabungan impian merupakan tabungan berjangka yang di
rancang khusus untuk nasabah yang memiliki tujuan
seperti, pendidikan, kurban, liburan dan belanja

Simpanan Faedah BSI

Simpanan faedah merupakan simpanan yang bersifat jangka
waktu tertentu dengan prinsip bagi hasil

Simpanan Pelajar BSI

Simpanan pelajar (simpel) merupakan simpanan khusus
untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana

serta memiliki fitur- fitur yang menarik

b. Produk Giro dan Deposito iB

1.

Giro Faedah Mudharabah BSI
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Merupakan produk simpanan investasi, namun ketika
nasabah ingin melakukan penarikan harus sesuai
kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank terlebih
dahulu, yang dimana penarikannya menggunakan, cek
bilyet giro dan dengan pemindahan bukuan

Deposito BSI

Deposito BSI merupakan simpanan berjangka yang
menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi
masyarakat perorangan maupun perusahaan yang

memberikan keuntungan optimal

c. Produk Pembiayaan iB

1.

KPR BSI

Merupakan produk yang membantu masyarakat dalam
mewujudkan impian untuk memiliki rumah

KPR Sejahtera BSI

KPR sejahtera merupakan produk pembiayaan kepemilikan
rumah dengan bantuan dana subsidi dari pemerintah
melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Oto Faedah BSI

Merupakan pembiayaan kepemilikan mobil untuk
masyarakat perorangan dalam memenuhi kebutuhan
kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli
(murabahah)

Pembiayaan Umroh BSI

Pembiayaan Umroh merupakan pembiayaan yang
membantu masyarakat dalam memenuhi impian untuk
beribadah dan berziarah ke baitullah

Purna Faedah BSI

Merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada para
pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan

paket barang atau jasa
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6. Multi Faedah BSI
Adalah pembiayaan diberikan khusus kepada pegawai atau
karyawan untuk memenuhi kebutuhan, baik barang dan jasa
yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah

7. Pembiayaan Kepemilikan Emas BSI
Merupakan pembiayaan khusus perorangan untuk tujuan
kepemilikan emas, dimana nasabah dapat mengangsur
setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah
disepakati

8. Pembiayaan Mikro Faedah iB
Merupakan pembiayaan di peruntukan ke masyarakat yang
memiliki usaha dengan tujuan pembiayaan untuk tujuan
modal usaha, investasi dan konsumsi

9. Pembiayaan Kur BSI
Merupakan pembiayaan program pemerintah yang di
salurkan melalui beberapa bank di indonesia, salah satunya
adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia
menyalurkan pembiayaan Kur Faedah dan Kur Kecil

d. Produk lain

1. Agen Laku Pandai BSI
Laku pandai merupakan program dari Otoritas Jasa
Keuangan yang di selenggarakan oleh Bank Umum
Konvensional maupun Bank Umum Syariah, laku pandai
bertujuan  menghadirkan  layanan  keuangan yang
memudahkan masyarkat untuk melakukan transaksi tanpa
kantor bank

2. Rekening Masjid BSI
Idealnya sebuah masjid di haruskan untuk memiliki
rekening atas nama masjid itu sendiri agar memudahkan
para pengurus masjid untuk menggalang dana dalam

memakmuran masjid, selain itu rekening masjid berfungsi
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sebagai tempat yang aman untuk menabung dana kas

masjid

3. Rekening Perusahaan BSI

Umumnya sebuah perusahaan di miliki oleh beberapa

orang, oleh sebab itu di haruskan untuk memiliki rekening

atas nama perusahan itu sendiri, agar setiap transaksi

perusahan terpisah dengan transaksi pribadi sehingga dapat

memudahkan pencatatan keuangan perusahaan

4.1.4  Struktur Organisasi

Branch Manager

Branch Operation & Busines Manager Micro Marketing
Service Manager Manager
Consumer
SME Business RM Pawning Sales
Relationship Officer
Micro Staff Micro Staff
A . . Branch Financing
Teller Customer Service General Affairs Operational
. . Operation
Assistant Assistant
I
| Drilver |
. . Branch Financing
Office Boy Security _
Operation Staff
Branch Financing
Operation Staff
Gambar 4.1

Struktur organisasi
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Berikut ini adalah deskripsi tugas dan spesifikasi:

a. Back Office :

Financial

1. Keakuratan transaksi yang dilakukan secara langsung

2. Melakukan pengelolaan Rekening Perantara

3. Keakuratan Penyetoran dan/atau Ketepatan Waktu
Pelaporan Pembayaran Pajak

Customer

1. Meningkatkan pelayanan proses transaksi non pembiayaan
dan/atau setoran kliring

2. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah internal ataupun

eksternal terkait realisasi/transasi pembiayaan

Internal Business Process

Menjaga akurasi pembukuan transaksi

Melakukan penyelesaian terhadap transaksi — transaksi
tertunda pada GL yang dikelola dan mengingatkan unit
kerja lain untuk melakukan penyelesaian pada transaksi
transaksi tertunda

Mempersiapkan laporan Neraca Rugi Laba harian kepada
pejabat berwenang sebagai bentuk monitoring kinerja

cabang

Learning & Growth

1.

2.

Meningkatkan Budaya Disiplin dan Kepatuhan Atas
Peraturan Perusahaan

Meningkatkan Keterampilan/Pengetahuan

b. Branch Operation Supervisor (BOS)

Financial

1.

Melakukan cross selling produk pendanaan BSI
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2. Menjaga Akurasi Transaksi seluruh fungsi di bawah
supervisinya dan akurasi transaksi yang dilakukan secara
langsung.

3. Pencatatan saldo kas KC/KCP dilakukan dengan benar

Customer

1. Meningkatkan Standar layanan di bawah supervisinya

2. Kebenaran bukti transaksi setor dan ambil kas oleh teller
subordinat

3. Memastikan kualitas layanan dari aspek Front Liners
(penampilan, sikap, skill) serta kualitas layanan dari aspek
fisik (ATM, Banking Hall, toilet & mushola) baik dari hasil
penilaian  IMS (Internal Mistery Shopper) atau CSI
(Customer Satisfaction Index)

Internal Business Process

1. Membangun Budaya Kepatuhan

2. Kedisiplinan mengikuti Forum Learning Session (FLS) dan
Test Product Knowledge (PK)

3. Kedisiplinan mengikuti Role Play

Learning & Growth

1. Meningkatkan Budaya Disiplin dan Kepatuhan Atas
Peraturan Perusahaan

Customer Service

Financial

1. Melakukan cross selling produk pendanaan BSI

2. Menjaga akurasi transaksi yang dilakukan secara langsung.

Customer

1. Meningkatkan Standar layanan sesuai ketentuan Front
Liners

2. Peningkatan kualitas layanan komplain

3. Kualitas layanan dari aspek Frontliner (penampilan, sikap,
skill)
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Internal Business Process

1. Membangun Budaya Kepatuhan

2. Kedisiplinan mengikuti Forum Learning Session (FLS) dan
Test Product Knowledge (PK)

3. Kedisiplinan mengikuti Role Play

Learning & Growth

1. Meningkatkan Budaya Disiplin dan Kepatuhan Atas
Peraturan Perusahaan

Financing Administration

Financial

1. Meminimalkan denda akibat keterlambatan dan kesalahan
data untuk laporan ke pihak eksternal

2. Memastikan pengelolaan Rekening Perantara Pembiayaan
(terkait biaya asuransi, notaris, dll)

Customer

1. Ketepatan waktu pemeriksaan dokumen pembiayaan

2. Pelayanan administrasi pembiayaan

Internal Business Process

1. Pemenuhan laporan untuk internal dan eksternal

2. Memastikan pemenuhan kelengkapan Covenant & TBO
pembiayaan

3. Melakukan pengcoveran dan klaim Asuransi dan/atau
Penjaminan Pembiayaan

Learning & Growth

1. Meningkatkan budaya  disiplin dan kepatuhan atas
peraturan perusahaan

2. Meningkatkan keterampilan/ pengetahuan khususnya
terkait bidang tugasnya

Financing Support Supervisor

Financial
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1. Meminimalkan denda akibat keterlambatan dan kesalahan
data untuk laporan ke pihak eksternal

2. Memastikan pengelolaan Rekening Perantara Pembiayaan
(terkait biaya asuransi, notaris, dll)

Customer

1. Memastikan ketepatan waktu pemeriksaan dokumen
pembiayaan sebagai Checker

Internal Business Process

1. Memastikan pemenuhan laporan untuk internal dan
eksternal

2. Memastikan pemenuhan kelengkapan Covenant & TBO
pembiayaan

3. Memastikan keakuratan data SLIK

4. Monitoring pengcoveran dan klaim Asuransi dan/atau
Penjaminan Pembiayaan

Learning & Growth

1. Meningkatkan Budaya Disiplin dan Kepatuhan Atas
Peraturan Perusahaan

2. Meningkatkan keterampilan/ pengetahuan khususnya
terkait bidang tugasnya.

General Affairs

Financial

1. Keakuratan transaksi yang dilakukan secara langsung
(Transaksi utk pembukuan biaya & pengelolaan aset)

2. Melakukan pengelolaan Kas Kecil

Customer

1. Meningkatkan kepuasaan pelanggan

2. Hasil BSEM MRI Nasional (Branch Service Excellence
Monitor Marketing Research Indonesia)

Internal Business Process
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1.

3.

Menjaga kualitas pengendalian internal dalam seluruh
proses  bisnis untuk  memitigasi  risiko, serta
melaksanakan/menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Audit
Internal sesuai komitmen pada saat exit meeting

Melakukan pengelolaan Uang Muka (UM) dan Biaya
Dibayar Dimuka (BDD)

Inventarisir Kantor

Learning & Growth

1.

Meningkatkan Budaya Disiplin dan Kepatuhan Atas

Peraturan Perusahaan

g. Operation & Servive Manager

Financial

1.

Keakuratan transaksi dan laporan yang berkaitan dengan
kegiatan operasional cabang dan Pembiayaan, dilakukan

sebagai checker maupun signer

2. Keakuratan waktu transaksi dalam penerusan Penyetoran,
Pelaporan Pembayaran Pajak

3. Meningkatkan Jumlah rekening simpanan (DPK)

Customer

1. Meningkatkan Standar layanan di bawah supervisinya

2. Memastikan kualitas layanan dari aspek Front Liners
(penampilan, sikap, skill) serta kualitas layanan dari aspek
fisik (ATM, Banking Hall, toilet & mushola) dari hasil
penilaian BSEM MRI (Branch Service Excellence Monitor
Marketing Research Indonesia)

3. Pengkinian data nasabah

Internal Business Process

1. Membangun Budaya Kepatuhan

2. Pengawasan pengeluaran biaya-biaya dan/atau Uang Muka
(UM) KC dan uker di bawah supervisi KC (KCP/KK/KPK)

3. Memastikan keakuratan taksiran agunan emas Yyang
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dilakukan subordinatnya

Learning & Growth

1. Meningkatkan Budaya Disiplin dan Kepatuhan Atas
Peraturan Perusahaan

2. Mengembangkan kegiatan Peningkatan Pengetahuan/

Keterampilan.

4.2 Dampak Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah oleh PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo)terhadap Pembayaran Angsuran Nasabah

Menurut wawancara dengan Bapak Anas selaku Manager Account
Officer Micro pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) terdapat dua produk pada pembiayaan micro yaitu
produk regular dimana biasanya produk reguler ini diperuntukkan bagi
usaha yang sudah memiliki pembiayaan di bank lain dan produk KUR
(Kredit Usaha Rakyat) yang diperuntukkan bagi usaha yang belum pernah
mengajukan pembiayaan atau telah menyelesaikan pembiayaan di bank lain
dan ingin mengajukan pembiayaan baru di PT. Bank Syariah Indonesia Thk
(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo).

Akad pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) sangatlah bervariasi seperti akad
murabahah, MMQ (Musyarakah Mutanagisah), IMBT (ljarah Muntahiya bi
Tamlik), dan lain sebagainya. Akan tetapi yang paling banyak digunakan
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) adalah akad pembiayaan murabahah (Anas Makruf, 15 April
2021)

Pembiayaan murabahah ialah akad jual beli yang dilakukan oleh
bank dan nasabah dimana bank berkedudukan sebagai penjual yang bertugas
membeli barang atau komoditas yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah)

kemudian dijual kepada pembeli (nasabah) dengan harga pokok pembelian
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ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara
kedua belah pihak. Ada beberapa langkah dalam pelaksanaan pembiayaan
murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo), langkah pertama ialah penawaran produk kepada
nasabah, produk tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi
nasabah. Setelah produk tersebut ditentukan maka langkah kedua adalah
nasabah melengkapi syarat-syarat pembiayaan seperti KTP, KK, buku
nikah, dan lain-lain. Setelah syarat-syarat telah dilengkapi maka pihak bank
akan melakukan survey dan penyelidikan terhadap nasabah tersebut apakah
layak diberikan pembiayaan atau tidak. penyelidikan ini biasanya dilihat
dari prinsip 5C. Jika setelah diselidiki dan nasabah tersebut dinyatakan
layak untuk diberikan pembiayaan maka langkah selanjutnya adalah
pembuatan akad murabahah. Setelah akad dibuat nasabah dapat melakukan
tanda tangan akad murabahah dengan pihak bank. Dan langkah terakhir
yaitu pencairan dana. Proses mulai dari pengajuan sampai pada keputusan

akhir biasanya secara express atau 7-14 hari (Anas Makruf, 15 April 2021).

Skema pembiayaan murabahah yang digunakan oleh PT. Bank
Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) adalah
skema pembiayaan murabahah yang dibarengi dengan akad wakalah.
Skema tersebut adalah PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) dan nasabah melakukan negosiasi dan jika
negosiasi berhasil maka nasabah dapat mengumpulkan persyaratan yang
diajukan oleh bank. Kemudian setelah pembiayaan disetujui oleh komite
pembiayaan maka dapat dilaksanakan akad wakalah. Akad wakalah ini
berarti bank mewakilkan pembelian barang atau komoditas kepada nasabah,
bank memberikan sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan nasabah
kemudian nasabah menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa dana
tersebut diberikan kepada nasabah sebagai hutang. Akad wakalah ini
biasanya dilakukan bersamaan dengan akad murabahah yang mana barang

atau komoditas dalam bentuk dana tersebut adalah kepemilikan sah bank
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sehingga akad jual beli telah sesuai dengan syariah (Anas Makruf, 19 April
2021).

Setelah pembiayan murabahah berhasil dilakukan maka nasabah dan
bank sama-sama mendapatkan keuntungan, nasabah dapat terbantu
memenuhi modal usahanya dan bank dapat memperoleh tambahan
pendapatan khususnya bank syariah juga dapat memberikan manfaat kepada
umat. Tidak semua pembiayaan dapat berjalan lancar ada yang mengalami
pembiayaan kurang lancar atau bahkan macet. Ada 5 kategori kolektabilitas
pembiayaan dan sebelum pembiayaan sampai pada kolektabilitas 3 atau
kurang lancar maka solusi yang bisa dilakukan adalah memberikan relaksasi
atau restrukturisasi kepada nasabah sehingga nasabah dapat mengembalikan
kondisi perekonomian usahanya serta dapat membayar kembali
angsurannya. Pada PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) nasabah yang sudah masuk kategori dalam
perhatian khusus atau kolektabilitas 2 disarankan untuk melakukan
restrukturisasi, jika sudah sampai pada kolektabilitas 3 maka harus
diturunkan menjadi kolektabillitas 2 terlebih dahulu dengan cara nasabah
melunasi angsurannya atau melakukan eksekusi atas jaminan nasabah
tersebut sehingga jika sudah berada pada kolektabilitas 2 dapat dilakukan
restrukturisasi pembiayaan (Anas Makruf, 22 April 2021).

Adanya pemberian restrukturisasi ini dapat memberikan dampak
yang sangat baik kepada nasabah karena dengan diberikannya
restrukturisasi ini nasabah akan sangat terbantu, angsuran yang awalnya
besar dan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar dengan adanya
restrukturisasi angsuran menjadi lebih kecil. Begitupun jangka waktunya
juga bisa diperpanjang agar nasabah bisa tetap membayar angsurannya
tanpa mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Jika
nasabah tepat waktu dalam membayar angsurannya maka secara otomatis

bank juga tidak mengalami kerugian sehingga adanya restrukturisasi ini
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dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak terutama kepada
nasabah (Anas Makruf, 19 April 2021).

Dampak adanya restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi

Covid-19 ini benar-benar dirasakan oleh nasabah pembiayaan usaha
produktif PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) yaitu pemilik usaha roti, pemilik usaha kerupuk, pemilik

usaha bakso, pemilik usaha tempe, dan pemilik usaha konveksi yang terkena

dampak akibat Covid-19. Berikut ini adalah tabel angsuran salah satu

nasabah yaitu nasabah pemilik usaha roti:

Plafond awal

Rp. 55.000.000

30 Agustus 2018-30 Agustus
2021

Jangka waktu

3 Tahun (36 bulan)

Jumlah angsuran

Rp. 2.076.998 per bulan

Total jumlah yang harus dibayar

Rp. 2.076.998 X 36
=Rp.74.771.928

30 September 2018-30 April
2020 (20 bulan)

Pembayaran  angsuran  lancar
(Pembayaran angusaran terhitung
mulai 30 September 2018)

Rp. 2.076.998 X 20
=Rp. 41.539.960

Sisa angsuran yang harus dibayar

Rp.74.771.928- Rp.

sebelum restukturisasi pertama 41.539.960
=Rp. 33.231.968

30 April 2020-30 Agustus Sisa beban waktu pembayaran | 16 bulan

angsuran

Restrukturisasi | Rp. 1.000.000 dengan
4 Mei 2020 Pengajuan tambahan jangka waktu
14 Mei 2020 TTD akad 7 bulan
30 Mei 2020-30 Maret 2022 Jangka waktu pembayaran | 23 bulan

angsuran (pembayaran angsuran
terhitung mulai 30 Mei 2020)

Total angsuran dalam 23 bulan

Rp. 1.000.000 X 23
=Rp. 23.000.000 (tidak
sesuai dengan sisa
angsuran yang harus
dibayar sebelum
restrukturisasi pertama)

Selisih sisa angsuran yang harus

Rp. 33.231.968- Rp.

dibayar  sebelum  restukturisasi | 23.000.000
pertama dengan total angsuran | =Rp. 10.231.968
dalam 23 bulan

30 Mei 2020-30 April 2021 (12 | Pembayaran angsuran | Rp. 1.000.000 X 12
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bulan)

restrukturisasi | lancar (pembayaran
angsuran terhitung mulai 26 Mei

=Rp. 12.000.000

2020)

Sisa angsuran irregular | Rp. 33.231.968- Rp.
restrukturisasi | (selisin dari sisa | 12.000.000
angsuran yang harus dibayar | = Rp. 21.231.968
sebelum restrukturisasi pertama

dengan  pembayaran  angsuran

restrukturisasi lancar)

30 Mei 2021-30 Maret 2024 (11
bulan)

Pola angsur irregular

Rp. 1.930.178

Angsuran irregular retrukturisasi |

Rp. 1.930.178X 11
=Rp. 21.231.968

Total angsuran dalam 33 bulan (12

Rp. 12.000.000 + Rp.

bulan + 11 bulan angsuran | 21.231.968
irregular) =Rp. 33.231.968
(sesuai dengan sisa
angsuran yang harus
dibayar sebelum
restrukturisasi pertama)
Restrukturisasi 11 Rp. 1.325.000 dengan
15 Mei 2021 Pengajuan tambahan jangka waktu
25 Mei 2021 TTD akad 5 bulan
30 Mei 2021-30 Agustus 2022 Jangka waktu pembayaran | 16 bulan
angsuran  (Pembayaran terhitung

mulai 30 Mei 2021)

Total angsuran dalam 16 bulan (11
bulan + 5 bulan)

Rp. 1.325.000 X 16
=Rp. 21.200.000 (tidak
sesuai dengan sisa
angsuran irregular
restrukturisasi I)

Selisih jumlah angsuran irregular
retrukturisasi |  dengan total
angsuran dalam 16 bulan

Rp. 21.231.968- Rp.
21.200.000
=Rp. 31.968

30 Mei 2021-30 April 2022 (12
bulan)

Pembayaran angsuran retrukturisasi
Il lancar (pembayaran angsuran
terhitung mulai 26 Mei 2020)

Rp. 1.325.000 X 12
=Rp. 15.900.000

Sisa angsuran irregular | Rp. 21.231.968- Rp.
restrukturisasi 1l (selisih  dari | 15.900.000
jumlah Sisa angsuran irregular | = Rp. 5.331.968
restrukturisasi I dengan
pembayaran angsuran
restrukturisasi Il lancar)

30 Mei 2022-30 Agustus 2022 | Pola angsur irregular Rp. 1.332.992

(4 bulan)

Angsuran irregular retrukturisasi Il

Rp. 1.332.992 X 4
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=Rp. 5.331.968

Total angsuran yang harus dibayar | Rp. 15.900.000 + Rp.
dalam 16 bulan (12 bulan + 4 bulan | 5.331.968

angsuran irregular) =Rp. 21.231.968
(sesuai dengan sisa
angsuran irregular saat
restrukturisasi )

Tabel 4.1
Angsuran nasabah pemilik usaha roti

Penjelasan:

a. Plafond awal nasabah yaitu Rp. 55.000.000 dengan jangka waktu 3
tahun atau 36 bulan dari tanggal 30 Agustus 2018 sampai 30 Agustus
2021 dengan jumlah angsuran Rp. 2.076.998 tiap bulannya. Sehingga
jika dihitung total angsuran yang harus dibayarkan adalah:

Rp. 2.076.998 X 36 bulan
= Rp. 74.771.928 (terhitung pokok dan margin)

b. Nasabah mulai membayar angsurannya pada bulan September 2018,
selama 20 bulan dari bulan September pembayaran angsuran nasabah
terhitung lancar. Berikut ini perhitungan pembayaran angsuran
sebelum diberikannya restrukturisasi:

Pembayaran angsuran pada tanggal 30 September sampai 30 April
2020 (20 bulan)

Rp. 2.076.998 X 20 bulan

= Rp. 41.539.960

Sehingga sisa angsuran nasabah adalah Rp. 74.771.928 Rp.
41.539.960 = Rp. 33.231.968 dan sisa jangka waktu pembayaran
angsuran yaitu 36 bulan — 20 bulan = 16 bulan (30 Mei 2020 sampai
30 Agustus 2021)

c. Kemudian masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan
usaha nasabah mulai mengalami penurunan sehingga nasabah
mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada bulan

Mei. Nasabah melakukan pengajuan restrukturisasi pertama pada
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tanggal 4 Mei 2021 dan pelaksanaan akad pada tanggal 14 Mei 2021
sehingga pembayaran angsuran restrukturisasi terhitung mulai 30 Mei
2020 sampai 30 Agustus 2021 dengan tambahan jangka waktu 7 bulan
yang awalnya harus selesai pada tangal 30 Agustus 2021 menjadi
selesai pada tanggal 30 Maret 2022. Sehingga dapat dihitung:

Sisa jangka waktu pembayaran angsuran + jangka waktu tambahan
=16 bulan + 7 bulan

=23 bulan

Pada restrukturisasi yang pertama ini jumlah angsuran yang awalnya
Rp. 2.076.998 dikecilkan menjadi Rp. 1.000.000. Sehingga
perhitungan pembayaran angsuran nasabah adalah:

Rp. 1.000.000 X 23 bulan

= Rp. 23.000.000

Sedangkan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi
pertama adalah Rp. 33.231.968 dalam 16 bulan dan perhitungan
pembayaran pada restrukturisasi pertama dalam 23 bulan jumlahnya
Rp. 23.000.000 hasilnya selisih Rp. 10.231.968

. Solusi dalam menyelesaikan selisih tersebut yaitu PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
menggunakanpola angsur irreguler yang digunakan saat retrukturisasi
pada masa pandemi Covid-19dimana ketentuannya yaitu awal jumlah
angsurannya kecil dan beberapa bulan setelahnya jumlah
angsurannyabertambah besar. Kebijakan pola angsur irregular ini
berlaku dalam jangka waktu 12 bulan setelah restrukturisasikarena
perkiraan masa terjadinya pandemi Covid-19 yaitu selama 12 bulan
dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila Covid-19 telah selesai dan
kondisi perekonomian nasabah kembali normal. Pola angsur irreguler

dapat ditunjukkan seperti di bawah ini:
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1.930.178.91
1.930.178 91
1930.178,91
1930.178,91

1930 178 91

Gambar 4.2
Pola angsur irregular restrukturisasi | usaha roti

Pada 12 bulan awal pelaksanaan restrukturisasi jumlah angsuran
nasabahkecil yaitu Rp. 1.000.000 (30 Mei 2020-30 April 2021) dengan
perhitungan:

=Rp. 1.000.000 X 12 bulan

= Rp. 12.000.000

Dan sisa angsuran yang harus dibayar setelah 12 bulan pembayaran
pada awal restrukturisasi adalah:

Sisa angsuran sebelum restrukturisasi pertama—angsuran 12 bulan awal
restrukturisasi

= Rp. 33.231.968 — Rp. 12.000.000

= Rp. 21.231.968

Dan bulan selanjutnya jumlah angsuran yang awalnya Rp. 1.000.000
menjadi Rp. 1.930.178,91. jika dihitung:

Sisa waktu angsuran nasabah — 12 bulan awal

= 23 bulan— 12 bulan
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=11 bulan (30 Mei 2021-30 Maret 2022)

Total angsuran 11 bulan selanjutnya adalah:

Jumlah angsuran irregular X 11 bulan

Rp. 1.930.178,91 X 11 bulan

= Rp. 21.231.968

Dan jika ditotal jumlah angsuran 12 bulan awal dan 11 bulan
selanjutnya yaitu:

Rp. 12.000.000 + Rp. 21.231.968

= Rp. 33.231.968 sesuai dengan total sisa angsuran yang harus dibayar
sebelum restrukturisasi pertama dalam 23 bulan (30 Mei 2020 sampai
30 Maret 2022).

Dari perhitungan tersebut, setelah 12 bulan awal nasabah tidak merasa
kesulitan akan tetapi pada 11 bulan setelahnya tepatnya pada saat pola
angsur irregular diberlakukan nasabah merasa masih kesulitan dan
tidak mampu membayar angsurannya. Oleh karena itu nasabah
mengajukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal
15 Mei 2021 dan pelaksanaan akad pada tanggal 25 Mei 2021. Jumlah
angsuran restrukturisasi kedua yang awalnya Rp. 1.930.178,91
dikecilkan menjadi Rp. 1.325.000 dengan tambahan waktu 5 bulan
yang awalnya selesai pada 30 Maret 2022 menjadi selesai pada 30
Agustus 2022. Jumlah angsuran irregular dalam 11 bulan tersebut
adalah Rp. 21.231.968 didapatkan dari angsuran irregular Rp.
1.930.178,91 dikali dengan jangka waktu angsuran yaitu 11 bulan.
Akan tetapi karena nasabah tidak mampu maka perhitungan
restrukturisasi yang kedua adalah:

Total waktu angsuran pada restrukturisasi keduaadalah jangka waktu
irregular ditambah dengan tambahan jangka waktu restrukturisasi
kedua

=11 bulan + 5 bulan

= 16 bulan
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Sehingga total sisa angsuran restrukturisasi kedua yang harus dibayar
nasabah:

Rp. 1.325.000 X 16 bulan

= Rp. 21.200.000

Sedangkan sisa angsuran irregular yang harus dibayar pada
restrukturisasi pertama adalah Rp. 21.231.968 dalam 11 bulan dan
perhitungan pembayaran pada restrukturisasi kedua dalam 16 bulan
jumlahnya Rp. 21.200.000 maka hasilnya selisih Rp. 31.968

Sama seperti restrukturisasi yang pertama, pola angsur irregular juga
diterapkan pada restrukturisasi kedua agar tidak terdapat selisih pada
total angsuran. Jangka waktu pada restrukturisasi kedua adalah 39
bulan. 12 bulan awal jumlah angsuran sebesar Rp. 1.325.000 dengan
perhitungan:

Jumlah angsuran X 12 bulan awal

= Rp. 1.325.000 X 12 bulan

= Rp. 15.900.000

Pada 4 bulan selanjutnya jumlah angsuran menjadi Rp. 1.332.992

seperti gambar di bawabh ini:
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Gambar 4.3

Pola angsur irregular restrukturisasi Il usaha roti

Sehingga total jJumlah angsuran pada 4 bulan setelahnya (30 Mei 2022
sampai 30 Agustus 2022) dapat dihitung:

Jumlah angsuran X 4 bulan

= Rp. 1.332.992 X 4 bulan

= Rp. 5.331.968

Danjika ditotal  jumlah angsuran 12 bulan awal dan 4 bulan
selanjutnya yaitu:

= Rp. 15.900.000+ Rp. 5.331.968

= Rp. 21.231.968sesuai dengan jumlah angsuran irregular
restrukturisasi pertama dalam 11 bulan(30 Mei 2021 sampai 30
Agustus 2022).

. Jadi total jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah vyaitu
Rp.21.231.968 dalam jangka waktu 16 bulan dan total jangka waktu
tambahan restrukturisasi pertama + jangka waktu tambahan
restrukturisasi kedua

=7 bulan + 5 bulan

=12 bulan

Total jangka waktu dari awal pembiayaan sampai akhir restrukturisasi
kedua adalah 48 bulan atau 4 tahun (30 Agustus 2018 sampai 30
Agustus 2022).

Menurut wawancara dengan nasabah pemilik usaha roti, dengan

adanya restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk

(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada masa pandemi Covid-19

ini dapat dirasakan dampak positifnya terhadap nasabah pemilik usaha roti,

dampak tersebut yaitu menjadi terbantu karena diberi keringanan berupa

penurunan jumlah angsuran sehingga jumlah angsuran yang awalnya besar

menjadi kecil. Dari kecilnya jumlah angsuran tersebut nasabah pemilik
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usaha roti tidak lagi mengalami kesulitan dalam membayar angsuran setiap

bulannya.

Dampak positif adanya restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) ini juga dirasakan oleh nasabah pemilik usaha kerupuk yang
terdampak Covid-19. Dari pemberian restrukturisasi pembiayaan pada masa
pandemi Covid-19 ini pendapatan yang masih tersisa setelah dipotong
dengan pembayaran angsuran dapat digunakan untuk membuat inovasi baru
yang sedang tren di masyarakat berupa kerupuk seblak atau kerupuk pedas
sehingga dapat menambah keuntungan usaha. Dari adanya tambahan
keuntungan tersebut pendapatan usaha juga bertambah sehingga
kemampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya meningkat
karena adanya tambahan keuntungan yang dapat membantu mengurangi
beban pembayaran angsuran nasabah. Begitupun yang terjadi pada nasabah
pemilik usaha konveksi yang juga merasakan dampak positif dari adanya
restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19,
dampak tersebut yaitu sisa pendapatan yang sudah terpotong pembayaran
angsuran digunakan sebagai tambahan dana untuk pembuatan masker kain
melihat kondisi pandemi Covid-19 yang mewajibkan masyarakat
menggunakan masker ketika di luar rumah dan untuk pembuatan pakaian-
pakaian yang saat ini sedang tren di masyarakat dengan pemasaran melalui
sosial media sehingga dapat menambah keuntungan usaha nasabah. Dari
adanya keuntungan tersebut nasabah menjadi lebih terbantu sehingga secara

otomatis kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya meningkat.

Dari hasil wawancara dengan ketiga nasabah tersebut masih tersisa
dua nasabah lagi yang juga merasakan dampak positif adanya restrukturisasi
pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) pada masa pandemi Covid-19 yaitu nasabah
pemilik usaha tempe dan nasabah pemilik usaha warung makan bakso.

Menurut hasil wawancara dengan nasabah pemilik usaha tempe, sejak
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adanya pandemi Covid-19 harga kedelai yang awalnya Rp. 7.500 per
kilogram terus mengalami kenaikan hingga bulan Juni ini harga kedelai
mencapai 10.800 sampai 11.000 per kilogram. Kenaikan tersebut
disebabkan oleh menipisnya pasokan kedelai di Amerika Serikat sejak
adanya pandemi Covid-19. Usaha tempe ini menggunakan kedelai impor
karena pasoka kedelai lokal tidak memumpuni melihat dari banyaknya
permintaan. Karena naiknya harga kedelai tersebut maka biaya yang
dikeluarkan juga semakin bertambah sehingga nasabah pemilik usaha tempe
sempat mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya sebelum
pengajuan restrukturisasi, kesulitan tersebut dikarenakan kurangnya dana
untuk membayar angsuran yang digunakan untuk membeli kedelai. Pada
masa pandemi Covid-19 nasabah yang awalnya mengalami kesulitan karena
kurangnya dana sehingga merasa terbebani sejak diberikannya
restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) nasabah pemilik usaha tempe menjadi
tidak lagi mengalami kesulitan karena kurangnya dana dan dapat
meringankan beban yang harus dikeluarkan untuk membayar angsuran
sehingga pendapatan dari usaha tempe dapat digunakan secara maksimal

untuk membeli kedelai.

Seperti penjelasan di awal masih ada satu nasabah lagi yang juga
merasakan dampak positif adanya restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank
Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada
saat pandemi Covid-19 yaitu nasabah pemilik usaha warung makan bakso.
Sejak adanya pandemi pemerintah memberlakukan peratruran-peraturan
untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19 salah
satunya Yyaitu PSBB atau PPKM. Salah satu ketentuan terkait PSBB atau
PPKM adalah pembatasan jam operasional bagi restoran, warung makan,
dan stand-stand makanan. Dari adanya pembatasan jam operasional tersebut
menyebabkan berkurangnya jumlah pembeli sehingga mempengaruhi

terhadap turunnya pendapatan seperti yang dirasakan oleh nasabah pemilik
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4.3

usaha warung makan bakso. Turunnya pendapatan tersebut membuat
nasabah pemilik usaha warung makan bakso mengalami kesulitan dalam
membayar angsurannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan
murabahah yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada masa pandemi Covid-19 berupa
penurunan jumlah angsuran dan penambahan jangka waktu pembiyaan,
nasabah pemilik usaha warung makan bakso yang awalnya mengalami
kesulitan dalam membayar angsuran sehinga merasa terbebani menjadi
tidak lagi mengalami kesulitan dan tetap bisa membayar angsuran secara
tepat waktu yang secara otomatis mengurangi terjadinya keterlambatan

dalam membayar angsuran.

Dari pernyataan yang diberikan oleh nasabah-nasabah di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa pemberian restrukturisasi memberikan dampak
yang positif terhadap pembayaran angsuran nasabah. Dengan adanya
restrukturisasi berupa penurunan jumlah angsuran dan penambahan jangka
waktu ini dapat membantu nasabah dalam membayar angsurannya sehingga
nasabah tetap dapat membayar angsurannya secara tepat waktu khususnya
pada masa pandemi seperti sekarang ini yang menyebabkan nasabah

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Dampak Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah oleh PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC

Sidoarjo) terhadap Kondisi Perekonomian Usaha Nasabah

Masa pandemi Covid-19 seperti yang terjadi sekarang ini
menyebabkan beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan
bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami gulung tikar dan terpaksa
memberhentikan karyawan-karyawannya. Hal ini berpengaruh terhadap
terhambatnya pelunasan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang
terdampak Covid-19 sehingga perbankan juga mengalami penurunan

pendapatan. Oleh karena itu solusi yang dapat dilakukan oleh perbankan
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dalam mengatasi permasalahan seperti pandemi Covid-19 memberikan

keringanan berupa relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan (Anas Makruf,
15 April 2021).

Ada beberapa penyebab dilakukannya restrukturisasi oleh PT. Bank

Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) antara
lain (Anas Makruf, 15 April 2021):

a.

Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan macet biasanya dikarenakan nasabah mengalami gagal
bayar jadi otomatis pendapatan bank juga macet. Gagal bayar biasanya
karena nasabah mengalami penurunan pendapatan seperti misalnya
dikarenakan adanya Covid seperti sekarang ini.

Perusahaan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada
bank syariah mengalami gagal bayar atau ketidakmampuan nasabah
dalam memenuhi kewajibannya. Penyebab pembiayaan macet dapat
disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal bank.

Adanya fenomena tertentu

Fenomena yang dapat menyebabkan dilakukannya restrukturisasi
bisa karena fenomena yang tidak disengaja seperti tsunami, gempa
bumi, atau musibah lainnya. Seperti halnya sekarang ini restrukturisasi
banyak dilakukan karena adanya Covid-19 yang menyebabkan banyak
perusahaan atau nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga

terlambat membayar tagihannya.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh PT. Bank Syariah

Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) ketika akan
memberikan restrukturisasi kepada nasabah, faktor-faktor tersebut antara
lain (Anas Makruf, 15 April 2021):

a.

Kapasitas usaha
Usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan dan

menghasilkan keuntungan serta memiliki kemungkinan terus mengalami
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kenaikan atau minimal keadaan perekonomian usaha tersebut stabil dan
tidak mengalami penurunan yang signifikan sehingga harus menutup
usaha tersebut karena bangkrut.
Kapasitas pembayaran

Kapasitas pembayaran ditimbang dari tingkat kemampuan nasabah
dalam membayar angsurannya, meliputi sumber penghasilan nasabah
dan pendapatan dari usaha yang dijalankannya.
Karakter nasabah

Karakter nasabah meliputi 5C, didalamnya terdapat Bl Checking
atau track checking yang merupakan syarat yang sangat diperhatikan
oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
Selain itu itikad yang baik nasabah kepada pihak bank juga menjadi
faktor yang dipertimbangkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo).

Adapun langkah-langkah pemberian restrukturisasi pada PT. Bank

Syariah Indonesia Tbhk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) ialah
(Anas Makruf, 15 April 2021):

a.

Identifikasi nasabah

Pada langkah pertama ini pihak bank melalukan identifikasi nasabah
dengan melakukan survey sesuai dengan prinsip 5C agar dapat
mempertimbangkan layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan
restrukturisasi.

Simulasi restrukturisasi

Simulasi restrukturisasi ini berisi perhitungan pokok dan margin
angsuran nasabah yang disesuaikan dengan jangka waktunya serta
perhitungan equivalent rate sesuai dengan standar bank syariah.
Penawaran kepada nasabah

Setelah melalui beberapa perhitungan, pihak bank dapat menawarkan
hasil perhitungan kepada nasabah apakah nasabah menyanggupi atau

tidak. Jika pada penawaran pertama nasabah merasa tidak mampu maka
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pihak bank dapat menurunkan kembali sesuai dengan kemampuan
nasabah.

d. Menyusun proposal
Langkah selanjutnya yaitu penyusunan proposal jika antara pihak bank
dan nasabah terjadi kesepakatan. Setelah proposal disusun maka akan
diserahkan kepada komite pembiayaan untuk meminta persetujuan.

e. ljab gabul atau akad
Akad yang digunakan pada restrukturisasi ini menggunakan akad
addendum sebagai tambahan dari akad sebelumnya.

f. Penyerahan berkas kepada ADP (Assistant Development Program)

g. Pelaksanaan restrukturisasi

Terdapat beberapa perbedaan pada pelaksanaan resturkturisasi
pembiayaan murabahah di PT. Bank syariah Indonesia Tbk (Legacy PT.
Bank BRISyariah KC Sidoarjo) sebelum adanya Covid-19 dengan sesudah
adanya Covid-19, sebelum adanya Covid-19 restrukturisasi pembiayaan
dapat diberikan ketika usaha-usaha atau UMKM mengalami pembiayaan
bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal
perbankan akan tetapi restrukturisasi pembiayaan murabahah yang
dilakukan sesudah adanya Covid-19 ini didasarkan pada kebijakan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020 dalam rangka
membantu UMKM yang terdampak Covid-19. Pada restrukturisasi sesudah
adanya Covid-19 ini salah satu syarat nasabah yang dapat diberikan
restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT. Bank syariah Indonesia
Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) adalah nasabah yang
berada di kolektabilitas 1 atau lancar. Dan pola angsur restrukturisasi
pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 ini menggunakan pola angsur
irregular sedangkan pola angsur ketika restrukturisasi pembiayaan biasa
sebelum adanya Covid-19 menggunakan pola angsur biasa atau reguler
(Aqil Azizi, 8 Juli 2021).

86



Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-
19 ini dapat dirasakan dampaknya terhadap perekonomian usaha nasabah.
Pemberian restrukturisasi ini sangat membantu kondisi perekonomian usaha
nasabah karena nasabah diberi keringanan atas beban tiap bulannya yaitu
kewajiban membayar angsurannya apalagi melihat kondisi seperti sekarang
ini dimana pada masa pandemi Covid-19 banyak usaha nasabah yang
mengalami kerugian sehinggan kondisi ekonomian perusahaan terus
menurun. Menurunnya kondisi perekonomian usaha secara terus menerus
ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pembeli sehingga nasabah
mengalami kesulitan. Oleh karena itu adanya restrukturisasi pembiayaan
murabahah oleh PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) ini dapat memberikan keringanan yang secara
otomatis dapat mengurangi pengeluaran usaha nasabah dan dapat
memaksimalkan kegiatan produksi. Pernyataan ini berdasarkan pengakuan
beberapa nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) yang disampaikan secara verbal (Anas Makruf,
22 April 2021)

Selain dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Anas,
restrukturisasi ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap kondisi
perekonomian usaha juga dapat dirasakan oleh salah satu nasabah PT. Bank
Syariah Indonesia Tbhk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) yaitu

nasabah pemilik usaha kerupuk. Berikut ini tabel pembiayaannya:

Plafond awal

Rp. 200.000.000

26 Juli 2019-26 Juli 2023

Jangka waktu

4Tahun (48 bulan)

Jumlah angsuran

Rp. 5.965.996 per bulan

Total jumlah yang harus dibayar

Rp. 5.965.996 X 48
=Rp. 286.367.808

26 Agustus 2019-26 April 2020
(9 bulan)

Pembayaran  angsuran  lancar
(pembayaran angsuran terhitung
mulai 26 Agustus 2020)

Rp. 5.965.996 X 9
=Rp. 53.693.964

Sisa angsuran yang harus dibayar
sebelum restukturisasi pertama

Rp. 286.367.808-Rp.
53.693.964
=Rp. 232.673.844
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26 April 2020-26 Juli 2023 Sisa beban waktu pembayaran | 39 bulan
angsuran
Restrukturisasi | Rp. 3.000.000 dengan
4 Mei 2020 Pengajuan tambahan jangka waktu 6
11 Mei 2020 TTD akad bulan
26 Mei 2020-26 Januari 2024 Jangka waktu pembayaran | 45 bulan

angsuran (pembayaran angusaran
terhitung mulai 26 Mei 2020)

Total angsuran dalam 45 bulan

Rp. 3.000.000 X 45
=Rp. 135.000.000 (tidak
sesuai dengan sisa
angsuran yang harus
dibayar sebelum
restrukturisasi pertama)

Selisih sisa angsuran yang harus

Rp. 232.673.844- Rp.

dibayar  sebelum  restukturisasi | 135.000.000
pertama dengan total angsuran | =Rp. 97.673.844
dalam 45 bulan

26 Mei 2020-26 April 2021 (12 | Pembayaran angsuran | Rp. 3.000.000 X 12

bulan)

restrukturisasi | lancar (pembayaran
angsuran terhitung mulai 26 Mei
2020)

=Rp. 36.000.000

Sisa angsuran irregular
restrukturisasi I(selisih dari sisa
angsuran yang harus dibayar
sebelum restrukturisasi
pertamadengan pembayaran
angsuran restrukturisasi lancar)

Rp. 232.673.844- Rp.
36.000.000
= Rp. 196.673.844

26 Mei 2021-26 Januari 2024

Pola angsur irregular

Rp. 5.959.813,45

(33 bulan)
Angsuran irregular retrukturisasi I | Rp. 5.959.813,45 X 33
=Rp. 196.673.844
Total angsuran dalam 45 bulan (12 | Rp. 36.000.000 + Rp.
bulan + 33 bulan angsuran | 196.673.844
irregular) =Rp. 232.673.844 (sesuai
dengan sisa angsuran yang
harus dibayar sebelum
restrukturisasi pertama)
Restrukturisasi 11 Rp. 3.000.000 dengan
4 Mei 2021 Pengajuan tambahan jangka waktu 6
11 Mei 2021 TTD akad bulan
26 Mei 2021-26 Juli 2024 Jangka waktu pembayaran | 39 bulan
angsuran (Pembayaran terhitung

mulai 26 Mei 2021)

Total angsuran dalam 39 bulan (33
bulan + 6 bulan)

Rp. 3.000.000 X 39
=Rp. 117.000.000(tidak
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sesuai dengan sisa
angsuran irregular
restrukturisasi 1)

Selisih jumlah angsuran irregular
retrukturisasi |  dengan total
angsuran dalam 39 bulan

Rp. 196.673.844- Rp.
117.000.000
=Rp. 79.673.844

26 Mei 2021-26 April 2022 (12
bulan)

Pembayaran angsuran retrukturisasi
Il lancar (pembayaran angsuran
terhitung mulai 26 Mei 2020)

Rp. 3.000.000 X 12
=Rp. 36.000.000

Sisa angsuran irregular
restrukturisasi Il (selisih  dari
jumlah Sisa angsuran irregular
restrukturisasi I dengan
pembayaran angsuran

restrukturisasi 11 lancar)

Rp. 196.673.844- Rp.
36.000.000
= Rp. 160.673.844

26 Mei 2022-26 Juli 2024 (27
bulan)

Pola angsur irregular

Rp. 5.950.883,11

Angsuran irregular restrukturisasi 1

Rp. 5.950.883,11 X 27
=Rp. 160.673.844

Total angsuran yang harus dibayar
dalam 39 bulan (12 bulan + 27
bulan angsuran irregular)

Rp. 36.000.000 + Rp.
160.673.844

=Rp. 196.673.844 (sesuai
dengansisa angsuran
irregular saat
restrukturisasi I)

Angsuran nasabah pemilik usaha kerupuk

Penjelasan:

Tabel 4.2

a. Plafond awal nasabah yaitu Rp. 200.000.000 dengan jangka waktu 4

tahun atau 48 bulan dari tanggal 26 Juli 2019 sampai 26 Juli 2023
dengan jumlah angsuran Rp. 5.965.996 tiap bulannya. Sehingga jika
dihitung total angsuran yang harus dibayarkan adalah:

Rp. 5.965.996 X 48bulan

= Rp. 286.367.808 (terhitung pokok dan margin)

Nasabah mulai membayar angsurannya pada bulan Agustus 2019,
selama 9 bulan dari bulan Agustus 2019 sampai bulan April 2020
pembayaran nasabah lancar. Berikut ini

angsuran terhitung

perhitungan ~ pembayaran  angsuran  sebelum  diberikannya

restrukturisasi:
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Pembayaran angsuran pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai 26 April
2020 (9 bulan)

Rp. 5.965.996 X 9 bulan

= Rp. 53.693.964

Sehingga sisa angsuran nasabah adalah Rp.286.367.808  Rp.
53.693.964 = Rp. 232.673.844 dan sisa jangka waktu pembayaran
angsuran yaitu 48 bulan — 9 bulan = 39 bulan (26 April 2020 sampai
26 Juli 2023)

Kemudian masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan
usaha nasabah mulai mengalami penurunan sehingga nasabah
mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada bulan
Mei. Nasabah melakukan pengajuan restrukturisasi pertama pada
tanggal 4 Mei 2020 dan pelaksanaan akad pada tanggal 11 Mei 2020
sehingga pembayaran angsuran restrukturisasi terhitung mulai 26 Mei
2020 sampai 26 Juli 2023 dengan tambahan jangka waktu 6 bulan
yang awalnya harus selesai pada tangal 26 Juli 2023 menjadi selesai
pada tanggal 26 Januari 2024. Sehingga dapat dihitung:

Sisa jangka waktu pembayaran angsuran + jangka waktu tambahan
=39 bulan + 6 bulan

=45 bulan

Pada restrukturisasi yang pertama ini jumlah angsuran yang awalnya
Rp. 5.965.996 dikecilkan menjadi Rp. 3.000.000. Sehingga
perhitungan pembayaran angsuran nasabah adalah:

Rp. 3.000.000 X 45 bulan

= Rp. 135.000.000

Sedangkan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi
pertama adalah Rp. 232.673.844 dalam 39 bulan dan perhitungan
pembayaran pada restrukturisasi pertama dalam 45 bulan jumlahnya
Rp. 135.000.000 hasilnya tidak sama dan selisih Rp. 97.673.844
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d. Solusi dalam menyelesaikan selisih tersebut yaitu PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
menggunakan pola angsur irreguler yang digunakan saat retrukturisasi
pada masa pandemi Covid-19dimana ketentuannya yaitu awal jumlah
angsurannya kecil dan beberapa bulan setelahnya jumlah angsurannya
bertambah besar. Kebijakan pola angsur irregular ini berlaku dalam
jangka waktu 12 bulan setelah restrukturisasi karena perkiraan masa
terjadinya pandemi Covid-19 yaitu selama 12 bulan dengan tujuan
untuk mengantisipasi apabila Covid-19 telah selesai dan kondisi
perekonomian nasabah kembali normal. Pola angsur irreguler dapat

ditunjukkan seperti di bawah ini:

5
5959813 45
595081345

nant . BFEKTIE ANUITAS |1

5950813 45

250 81

Gambar 4.4

Pola angsur irregular restrukturisasi | usaha kerupuk

Pada 12 bulan awal pelaksanaan restrukturisasi jumlah angsuran
nasabah kecil yaitu Rp. 3.000.000 (26 Mei 2020 sampai 26 April 2021)
dengan perhitungan:

=Rp. 3.000.000 X 12 bulan
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= Rp. 36.000.000

Dan sisa angsuran yang harus dibayar setelah 12 bulan pembayaran
pada awal restrukturisasi adalah

Sisa angsuran sebelum restrukturisasi pertama-angsuran 12 bulan awal
restrukturisasi

=Rp. 232.673.844 —Rp. 36.000.000

= Rp. 196.673.844

Dan bulan selanjutnya jumlah angsuran yang awalnya Rp. 3.000.000
menjadi Rp. 5.959.813,45 (pola angsur irregular berlaku). jika
dihitung:

Sisa waktu angsuran nasabah — 12 bulan awal

=45 bulan— 12 bulan

=33 bulan (26 Mei 2021-26 Januari 2024)

Total angsuran 33 bulan selanjutnya adalah:

Jumlah angsuran irregular X 33 bulan

Rp. 5.959.813,45 X 33 bulan

= Rp. 196.673.844

Dan jika ditotal jumlah angsuran 12 bulan awal dan 33 bulan
selanjutnya yaitu:

Rp. 36.000.000 + Rp. 196.673.844

= Rp. 232.673.844 sesuai dengan total sisa angsuran yang harus
dibayar sebelum restrukturisasi pertama dalam 39 bulan (26 April
2020 sampai 26 Juli 2023).

Dari perhitungan tersebut, setelah 12 bulan awal nasabah tidak merasa
kesulitan akan tetapi pada 33 bulan setelahnya tepatnya pada saat pola
angsur irregular diberlakukan nasabah merasa masih kesulitan dan
tidak mampu membayar angsurannya. Oleh karena itu nasabah
mengajukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal
4 Mei 2021 dan pelaksanaan akad pada tanggal 11 Mei 2021. Jumlah
angsuran restrukturisasi kedua yang awalnya Rp. 5.959.813,45
dikecilkan menjadi Rp. 3.000.000 dengan tambahan waktu 6 bulan
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yang awalnya selesai pada 26 Januari 2024 menjadi selesai pada 26
Juli 2024. Jumlah angsuran irregular dalam 33 bulan tersebut adalah
Rp.196.673.844 didapatkan dari angsuran irregular Rp. 5.959.813,45
dikali dengan jangka waktu angsuran yaitu 33 bulan. Akan tetapi
karena nasabah tidak mampu maka perhitungan restrukturisasi yang
kedua adalah:

Total waktu angsuran pada restrukturisasi kedua adalah jangka waktu
irregular ditambah dengan tambahan jangka waktu restrukturisasi
kedua

= 33 bulan + 6 bulan

=39 bulan

Sehingga total sisa angsuran restrukturisasi kedua yang harus dibayar
nasabah:

Rp. 3.000.000 X 39 bulan

= Rp. 117.000.000

Sedangkan sisa angsuran irregular yang harus dibayar pada
restrukturisasi pertama adalah Rp. 196.673.844dalam 33 bulan dan
perhitungan pembayaran pada restrukturisasi pertama dalam 39 bulan
jumlahnya Rp. 117.000.000 hasilnya tidak sama dan selisih Rp.
79.673.844

Sama seperti restrukturisasi yang pertama, pola angsur irregular juga
diterapkan pada restrukturisasi kedua agar tidak terdapat selisih pada
total angsuran. Jangka waktu pada restrukturisasi kedua adalah 39
bulan. 12 bulan awal jumlah angsuran sebesar Rp. 3.000.000 dengan
perhitungan:

Jumlah angsuran X 12 bulan awal

= Rp. 3.000.000 X 12 bulan

= Rp. 36.000.000

Pada 27 bulan selanjutnya jumlah angsuran menjadi Rp. 5.950.883,11

seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 4.5
Pola angsur irregular restrukturisasi Il usaha kerupuk

Sehingga total jumlah angsuran pada 27 bulan setelahnya (26 Mei
2022 sampai 26 Juli 2024) dapat dihitung:

Jumlah angsuran irregular X 27 bulan

= Rp. 5.950.883,11 X 27 bulan

= Rp. 160.673.844

Dan jika ditotal jumlah angsuran 12 bulan awal dan 27 bulan
selanjutnya yaitu:

Rp. 36.000.000 + Rp. 160.673.844

= Rp. 196.673.844sesuai dengan jumlah angsuran irregular
restrukturisasi pertama dalam 33 bulan (26 Mei 2021 sampai 26
Januari 2024).

g. Jadi total jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah vyaitu
Rp.196.673.844 dalam jangka waktu 39 bulan dan total jangka waktu
tambahan restrukturisasi pertama + jangka waktu tambahan
restrukturisasi kedua
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=6 bulan + 6 bulan

=12 bulan

Total jangka waktu dari awal pembiayaan sampai akhir restrukturisasi
kedua adalah 60 bulan atau 5 tahun (26 Juli 2019 sampai 26 Juli 2024).

Pemilik usaha kerupuk tersebut juga menjelaskan mengenai
penggunaan modal pembiayaan dan pendapatannya. Berikut ini tabel

tersebut:
Modal Pembiayaan= Rp. Tepung 20.000 ton = Rp.
200.000.000 124.500.000

Bumbu = 72.000.000

Kebutuhan tak terduga = Rp.
3.500.000

Pendapatan bersih sebelum adanya Rp. 15.000.000 per bulan
Covid-19

Pendapatan bersih sesudah adanya Rp. 3.500.000 per bulan
Covid-19

Tabel 4.3

Kondisi ekonomi usaha kerupuk
Keterangan:

a. Modal pembiayaan dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT.
Bank BRISyariah KC Sidoarjo) yaitu sebesar Rp. 200.000.000. Modal
tersebut digunakan untuk:

Tepung terigu » 20.000 ton = Rp. 124.500.000
(pembelian langsung dalam skala
besar yaitu satu tahun karena harga
lebih murah dari pada pembelian
harian, mingguan, atau bulanan.)
Harga tepung perkilogram jika

pembelian dalam skala besar yaitu

95




Bumbu-bumbu dan perlengkapan :

Kebutuhan tak terduga

Rp. 6.225 sedangkan harga tepung
perkilogram jika pembelian tidak
dalam skala besar yaitu Rp. 8.000.
Rp. 72.000.000 dalam setahun.
Tetapi bumbu dibeli setiap 2 minggu
atau sebulan sekali.
Rp. 3.000.000 per 2 minggu atau Rp.
6.000.000 per bulannya.

Rp. 3.500.000 (servis mesin

pengaduk jika terjadi kerusakan)

Pemilik usaha kerupuk tersebut menghabiskan 800 kg tepung atau 32

sak (1 sak berisi 25 kg) setiap 2 minggu sekali untuk diolah

menjadikerupuk sebelum adanya Covid-19. Setelah adanya Covid-19

produksi kerupuk berkurang hingga 50% karena sedikitnya pembeli.

Pendapatan bersih sebelum adanya Covid-19 dalam sebulan mencapai

Rp. 15.000.000 karena proses produksi berjalan normal dan stabil.

. Setelah adanya Covid-19 pendapatan usaha kerupuk tersebut menurun

secara drastis. Pendapatan bersih sesudah adanya Covid-19 menjadi Rp.

3.500.000 karena berkurangnya pembeli.

Menurut hasil wawancara dengan nasabah pemilik usaha kerupuk
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tersebut adanya Covid-19 menyebabkan pendapatan usaha kerupuknya
menurun, menurunnya pendapatan usaha tersebut menyebabkan nasabah
pemilik usaha kerupuk mengalami kesulitan dalam membayar angsuran
setiap bulannya melihat jumlah angsurannya sebesar Rp. 5.965.996
sedangkan pendapatan besih sejak adanya Covid-19 hanya Rp. 3.500.000
perbulannya. Setelah diajukannya restrukturisasi kepada PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) jumlah
angsuran diturunkan menjadi Rp. 3.000.000 sehingga dari pendapatan bersih
yang sudah dipotong untuk pembayaran angsuran masih tersisa Rp.

500.000, sisa tersebut digunakan oleh nasabah pemilik usaha kerupuk



4.4

sebagai biaya tambahan pembelian seperti minyak, bubuk cabe untuk
pembuatan kerupuk seblak atau kerupuk pedas yang saat ini sedang tren di
masyarakat agar dapat menambah keuntungan sehinggan bisa meningkatkan
pendapatan dan kodisi perekonomian usaha menjadi semakin membaik.
Adanya restrukturisasi pembiayaan ini dapat dijadikan solusi efektif dalam

mengatasi permasalahan penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
restrukturisasi memberikan dampak positif terhadap nasabah PT. Bank
Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dan
pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dinilai menjadi
solusi yang efektif dalam menghadapi permasalahan pada masa pandemi

Covid-19 seperti sekarang ini.

Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo jika Dikaji dari Konsep Maslahah Mursalah

Konsep maslahah mursalah banyak digunakan ketika ada suatu hal
yang dapat memberikan kemaslahatan akan tetapi tidak terdapat pada dalil
Al-Qur’an dan hadist. Salah satu konsep maslahah mursalah yang
diimplementasikan pada ekonomi Islam khususnya perbankan adalah
restrukturisasi. Retrukturisasi ini merupakan salah satu implementasi konsep
maslahah mursalah pada perbankan syariah. Di Al-Qur’an ada dalil yang
menjelaskan bahwa jika orang tersebut (nasabah) mengalami kesulitan maka
sebaiknya diberikan keringanan sampai ia mampu akan tetapi tidak
dijelaskan seperti apa keringanan tersebut. Oleh karena itu muncullah
restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pada perbankan syariah ada 3
tahapan atau biasanya disebut 3R. 3R tersebut terdiri dari Rescheduling,
Reconditioning, Restructuring. Pada PT. Bank Syariah Indonesia Thk
(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) tidak menggunakan seluruh
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tahapan 3R tersebut akan tetapi hanya menggunakan rescheduling (Anas
Makruf, 22 April 2021)

3R tersebut merupakan tahapan-tahapan restrukturisasi akan tetapi
yang diterapkan dan digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) adalah tahapan yang pertama
yaitu rescheduling. 2 tahapan lain tidak digunakan karena resiko yang akan
diterima oleh bank lebih besar melihat PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) merupakan salah satu bank
syariah BUMN di Indonesia yang tidak jarang nasabahnya mengajukan
pembiayaan dengan jumlah yang besar. Jika menggunakan tahapan
reconditioning dan restructuring maka usaha nasabah akan mendapatkan
suntikan dana dari bank dimana resiko yang akan diambil oleh bank juga
akan lebih besar khawatir jika terdapat penyalahgunaan atas tambahan
modal dan angsuran nasabah terus bertambah sehingga nasabah terus
merasa terbebani. Oleh karena itu restrukturisasi pembiayaan murabahah
pada PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) hanya menggunakan rescheduling untuk mengurangi tingkat

resiko yang tinggi (Aqil Azizi, 10 Juni 2021).

Meskipun hanya menggunakan tahapan rescheduling, nasabah
sudah sangat terbantu dengan adanya restrukturisasi seperti pernyataan
wawancara kelima nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT.
Bank BRISyariah KC Sidoarjo) yaitu adanya restrukturisasi ini memang
sangat membantu karena dapat meringankan beban, jumlah angsuran yang
awalnya besar menjadi kecil apalagi melihat kondisi pandemi seperti
sekarang ini. Adanya restrukturisasi ini menyesuaikan dengan kemampuan
nasabah-nasabah tersebut sehingga dapat dinilai bahwa restrukturisasi ini
mementingkan kemaslahatan umat. Selain itu proses dari awal pengajuan
sampai restrukturisasi dilaksanakan juga sudah mengikuti prinsip syariah

yaitu jelas dimana jumlah angsuran pokok dan margin dijelaskan secara
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transparan dan tidak mengandung riba sehingga nasabah bisa

mengetahuinya.
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BAB V
HASIL PEMBAHASAN

5.1 Analisis Dampak Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo)terhadap Pembayaran Angsuran Nasabah

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah sangat
bervariasi mulai dari tabungan pelajar, gadai, sampai tabungan haji.
Begitupula akad-akad yang digunakan pada pembiayaan bank syariah juga
bermacam-macam seperti akad murabahah, MMQ (Musyarakah
Mutanagisah), IMBT (ljarah Muntahiya bi Tamlik), dan lain-lain. Akan
tetapi akad yang paling sering digunakan dan menyumbang 60% dari
seluruh akad yang diterapkan oleh bank syariah adalah akad murabahah
(Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu, 2019: 55). Dari hasil penelitian
melalui wawancara dan observasi dijelaskan bahwa mayoritas pembiayaan
pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) menggunakan akad murabahah sesuai dengan teori yang telah

ada.

Proses pembiayaan murabahah dapat dilakukan berdasarkan pada
skema-skema yang ada melihat dari ketentuan dari tiap-tiap bank syariah.
Adapun proses pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia
Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) berdasarkan hasil

penelitian adalah:

a. Penawaran produk beserta akad yang akan digunakan kepada nasabah

b. Apabila terjadi kesepakatan maka nasabah harus melengkapi syarat-
syarat sesuai dengan yang diminta oleh bank seperti KTP, KK, surat
nikah dan surat bukti kepemilikan atas agunan yang akan dijaminkan
seperti SHM (Sertifikat Hak Milik) jika jaminan berupa tanah, BPKB
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(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jika jaminan berupa kendaraan
bermotor, dan lain sebagainya.

c. Pihak bank melakukan survey dan pertimbangan apakah nasabah
tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan

d. Penyerahan hasil survey kepada komite pembiayaan

e. Komite pembiayaan memberikan keputusan layak atau tidaknya nasabah
diberikan pembiayaan

f. Jika disetujui oleh komite pembiayaan maka akad bisa dilaksanakan.
Pada PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) akad pembiayaan murabahah dilakukan bersamaan
dengan akad wdimana bank mewakilkan pembelian atas barang atau
komoditas kepada nasabah dengan cara pihak bank memberikan dana
yang nantinya bisa dicairkan oleh nasabah untuk digunakan membeli
barang atau komoditas yang dibutuhkan.

g. Pembiayaan dengan akad murabahah bisa dilaksanakan

h. Proses pencairan dana

i. Jika dana atau modal sudah dicairkan maka langkah terakhir adalah

nasabah membayar angsuran secara tepat waktu.

Melihat dari proses pembiayaan murabahah di atas PT. Bank
Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
menggunakan skema yang banyak digunakan oleh bank syariah yaitu skema
pembiayaan murabahah yang dibarengi dengan akadwakalah di dalamnya.

Berikut ini adalah gambar dari skema tersebut (Mohammad Ghozali dan

> 1. Negosiasi dan Persvaratan R

I 2. Akad Wakalah untuk Beli Nasabah
B an_k Barang

I 3. Akad Jual Beli Kredit -—

> 4. Bavar Angsuran R —

/

Menvediakan Jaminan




Gambar 5.1
Skema pembiayaan murabahah PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy PT.
Bank BRISyariah KC Sidoarjo)

Tidak semua nasabah dapat membayar angsurannya secara tepat
waktu, ada 5 kategori kualitas pembiayaan nasabah yakni sebagai berikut
(Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017: 59):

a. Lancar
Kategori lancar ini biasa disebut dengan kolektabilitas golongan |
dimana nasabah membayar angsurannya secara tepat waktu, aktif
melakukan mutasi rekening, bahkan memberikan jaminan berupa modal
sebagai bagian dari awal pembiayaannya selain jaminan yang wajib
diberikan kepada pihak bank.

b. Dalam Perhatian Khusus
Kolektabilitas golongan Il ini nasabah memiliki tunggakan atau
mengalami keterlambatan dalam membayar angsurannya kurang dari 90
hari.

c. Kurang Lancar
Kurang lancar atau kolektabilitas golongan 11 ini adalah nasabah yang
memiliki tunggakan atau mengalami keterlambatan lebih dari 90 hari
dan usaha terindikasi mengalami masalah pada keuangannya.

d. Diragukan
Pada kolektabilitas IV ini nasabah memiliki tunggakan atau
keterlambatan dalam membayar lebih dari 180 hari.

e. Macet
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Golongan yang terakhir ini adalah kolektabilitas golongan V dimana
nasabah sudah memiliki tunggakan atau telat membayar lebih dari 270
hari.

Dari kelima kategori kualitas pembiayaan tersebut cara yang
diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) dalam mengurangi tingkat kerugian yang akan
didapat adalah dengan memberikan relaksasi atau restrukturisasi sebelum
nasabah sampai pada kategori kolektabilitas golongan Il1. Pada saat nasabah
sudah sampai termasuk dalam kategori kolektabilitas golongan Il
memberikan penawaran berupa relaksasi atau restrukturisasi sehingga
nasabah tidak sampai masuk pada kategori kolektabilitas golongan 111, jika
sudah masuk pada kategori kolektabilitas golongan Il maka harus
diturunkan menjadi kategori kolektabilitas golongan 1l terlebih dahulu
dengan melunasi tunggakannya atau penjualan atas jaminan yang diagunkan

apabila nasabah sudah tidak mampu melunasi hutangnya.

Adanya restrukturisasi atau relaksasi yang diberikan oleh pihak
bank terhadap pembiayaan nasabah khususnya pembiayaan murabahah
pada saat masa pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat memberikan
keringanan terhadap nasabah. Angsuran yang awalnya besar menjadi kecil,
beban menjadi berkurang, dan membantu menstabilkan kembali kondisi
perekonomian nasabah sehingga dapat kembali membayar angsuran secara

tepat waktu tanpa merasa terbebani akan jumlah angsuran yang besar.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang
telah dilakukan adanya restrukturisasi pembiayaan murabahah terbukti
memberikan dampak positif terhadap nasabah. Beberapa dampak dari
pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap pembayaran

angsuran nasabah pada masa pandemi Covid-19 antara lain:
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No.

Jenis Usaha Nasabah Dampak Positif Restrukturisasi
Terhadap Pembayaran Angsuran

Usaha Warung Makan Bakso | Mengurangi terjadinya
keterlambatan dalam pembayaran
angsuran

Usaha Roti Kecilnya jumlah pembayaran
angsuran

Usaha Produksi Tempe Meringankan beban pembayaran
angsuran setiap bulannya

Usaha Kerupuk dan Usaha Meningkatnya kemampuan nasabah
Konveksi dalam membayar angsurannya

Tabel 5.1
Klasifikasi dampak positif terhadap pembayaran angsuran

Penjelasan:

a.

Mengurangi terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran

Dari adanya retrukturisasi pembiayaan murabahah berupa rescheduling
yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) dalam bentuk pengurangan jumlah angsuran
dan penambahan jangka waktu membantu nasabah mengurangi beban
yang dikeluarkan tiap bulannya sehingga nasabah tetap bisa membayar
angsurannya secara tepat waktu. Dengan nasabah membayar
angsurannya secara tepat waktu maka dapat mengurangi terjadinya
keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Kecilnya jumlah pembayaran angsuran

Sejak adanya Covid-19 banyak usaha yang mengalami penurunan
pendapatan, hal ini menyebabkan usaha-usaha tersebut kesulitan dalam
membayar angsurannya oleh karena itu adanya restrukturisasi
pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah oleh PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) ini sangat
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membantu nasabah yang terdampak Covid-19 karena dengan pemberian
restrkturisasi yang awalnya angsurannya besar menjadi kecil sehingga
nasabah tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya
yaitu membayar angsuran.

c. Meringankan beban pembayaran angsuran setiap bulannya
Nasabah yang awalnya mengalami kesulitan dalam membayar angsuran
karena kurangnya dana yang digunakan untuk membeli kebutuhan
usahanya, dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) berupa penurunan jumlah angsuran dapat meringankan
beban yang dikeluarkan untuk membayar angsuran setiap bulannya
sehingga nasabah bisa menggunakan pendapatannya untuk membeli
kebutuhan usahanya secara maksimal.

d. Meningkatnya kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya
Karena adanya keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan oleh PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) ini maka sisa pendapatan yang sudah terpotong untuk
membayar angsuran dapat digunakan untuk membuat inovasi baru yang
disesuaikan dengan tren di masyarakat sehingga dapat menambah
keuntungan usaha nasabah. Dari keuntungan tersebut dapat
meningkatkan pendapatan usaha nasabah sehingga berpengaruh
terhadap meningkatnya kemampuan nasabah dalam membayar

angsurannya.

Dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pemberian
restrukturisasi terhadap pembayaran angsuran nasabah dapat disimpulkan
bahwa pemberian restrukturisasi memberikan dampak yang positif bagi

nasabah.

Analisis Dampak Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah

KC Sidoarjo) terhadap Kondisi Perekonomian Usaha Nasabah
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Pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT. Bank

Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada
nasabahnya disebabkan oleh 2 alasan, dari hasil penelitian yang didapatkan

dari wawancara yang telah dilakukan 2 alasan tersebut yaitu :

a. Pembiayaan macet atau bermasalah

Pembiayaan yang macet ini bisa terjadi salah satunya karena nasabah

mengalami gagal bayar sehingga nasabah tidak bisa memenubhi

kewajibannya. Pembiayaan bermasalah ini biasanya disebabkan oleh

faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal tersebut antara
lain (Andini Salamah dan Arrison Hendry, 2018: 33):

1.

Pihak bank dalam menjalankan tugasnya dinilai kurang maksimal.
Pihak bank kurang teliti ketika melakukan survey dan pertimbangan
dalam menilai dan memutuskan apakah nasabah tersebut layak atau
tidak diberikan pembiayaan.

Persaingan antar bank

Bank satu dengan bank yang lain saling bersaing untuk mendapatkan
kepercayaan nasabah. Bank lebih fokus pada pemberian pembiayaan
baru sedangkan kontrol terhadap pembiayaan yang sudah ada
semakin berkurang.

Hubungan ke dalam

Campur tangan yang terlalu besar dari pihak lain seperti perusahaan
lain yang tergabung dalam satu kelompok dan memiliki hubungan
dengan bank, serta pemegang saham sehingga petugas bank tidak
bisa memberikan keputusan secara independen.

Kurang ketatnya pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri, Bank
Indonesia, dan Dewan Pengawas syariah dinilai kurang ketat.

Dan faktor eksternal perbankan yang menyebabkan terjadinya

pembiayaan bermasalah yaitu nasabah menyalahi akad yang telah

disepakati seperti misalnya nasabah tidak menggunakan dana atau
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modal sesuai dengan kebutuhannya tetapi digunakan untuk berfoya-
foya, tidak jujur, curang dalam bekerja, dan tidak memiliki itikad baik
kepada pihak bank. Selain itu faktor eksternal penyebab pembiayaan
bermasalah juga bisa berasal dari perubahan ekonomi, politik, serta
kejadian-kejadian yang tidak disengaja (Andini Salamah dan Arrison
Hendry, 2018: 33).
b. Adanya fenomena tertentu

Fenomena atau kejadian-kejadian yang tak terduga ini termasuk dalam
faktor ekternal penyebab pembiayaan bermasalah seperti bencana alam,
tsunami, gunung meletus serta munculnya Covid-19. Fenomena-
fenomena tersebut adalah kejadian yang tidak disengaja dimana salah

satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemberian restrukturisasi.

Agar restrukturisasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak
terjadi pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah pada
masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini maka PT. Bank Syariah
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) melakukan
beberapa pertimbangan yang matang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada

masa pandemi Covid-19 antara lain:

a. Kapasitas usaha
Kapasitas usaha ini dilihat dari kondisi usaha nasabah masih berjalan
dan memungkinkan untuk membaik kembali atau bahkan berkembang.
b. Kapasitas pembayaran
Kapasitas pembayaran ini dinilai dari mampu atau tidaknya nasabah
membayar angsurannya. Hal ini bisa dilihat dari sumber penghasilan
nasabah dan pendapatan yang diperoleh dari usahanya.
c. Karakter nasabah
Karakter nasabah ini merupakan faktor terpenting dalam pemberian

restrukturisasi ini. Penilaian atas karakter nasabah ini pihak bank
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biasanya menggunakan prinsip 5C. Dengan adanya prinsip 5C ini pihak
bank ini bisa meminimalisir resiko yang akan diterima karena pada
dasarnya prinsip yang diterapkan pada permberian restrukturisasi adalah
prinsip kehati-hatian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
10/18/PB1/2008 pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwasannya ‘“bank
dapat dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan

prinsip kehati-hatian”.

Setelah faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dengan matang

maka pihak bank bisa melaksanakan restrukturisasi. Berikut ini langkah-

langkah dalam pemberian restrukturisasi oleh PT. Bank Syariah Indonesia
Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo):

o 2

- ® o o

Identifikasi nasabah

Simulasi restrukturisasi

Penawaran kepada nasabah
Penyusunan proposal

ljab gabul atau tanta tangan akad
Penyerahan berkas kepada bagian ADP

Pelaksanaan restrukturisasi

Ada beberapa perbedaan restrukturisasi pembiayaan murabahah

pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC

Sidoarjo) terhadap nasabah sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19,

perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan tabel di bawah

ini:
No. | Sebelum Munculnya Covid-19 Sesudah Munculnya Covid-19
1. | Restrukturisasi berdasarkan Restrukturisasi merupakan

ketentan dari PT. Bank Syariah | program pemerintah yang
Indonesia Thk (Legacy PT. Bank | ketentuan-ketentuannya
BRISyariah KC Sidoarjo) didasarkan pada Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
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No. 8 Tahun 2020

Nasabah yang diberikan Nasabah yang diberikan
restrukturisasi yaitu nasabah restrukturisasi merupakan nasabah
yang mengalami pembiayaan kolektabilitas 1 yang terdampak
bermasalah Covid-19
Menggunakan pola angsur Menggunakan pola angsur
reguler irregular

Tabel 5.2

Perbedaan restrukturisasi sebelum dan sesudah munculnya Covid-19

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah menurut hasil

wawancara dan observasi memberikan dampak terhadap kondisi usaha

nasabah pemilik usaha kerupuk. Dari wawancara dan observasi yang

dilakukan dengan narasumber dapat dijelaskan dampak-dampak dari

restrukturisasi yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) tersebut adalah :

Maksimalnya penggunaan pendapatan usaha

Dari adanya keringanan atau restrukturisasi yang awalnya tidak mampu
untuk membayar angsuran karena menurunnya pendapatan sejak adanya
Covid-19 menjadi mampu dan sisa pendapatan setelah dikurangi
pembayaran angsuran dapat digunakan untuk hal lain seperti membuat
inovasi baru yang disesuaikan dengan tren di masyarakat sehingga dapat
menambah keuntungan.

Usaha yang awalnya mengalami penurunan menjadi semakin membaik
Dengan adanya inovasi baru yang diciptakan oleh nasabah tersebut
dapat menambah keuntungan sehingga kondisi perekonomian usaha

nasabah menjadi terbantu dan semakin membaik.

Melihat dampak positif yang ditimbulkan atas pemberian

restrukturisasi murabahah oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy

PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap kondisi usaha nasabahnya

pada masa pandemi Covid-19 maka dapat disimpulkan restrukturisasi ini
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5.3

bisa dijadikan solusi yang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

setara Covid-19.

Analisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo jika Dikaji dari Konsep Maslahah

Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk kategori
maslahah dilihat dari segi keberadannya. Maslahah mursalah dapat
didefinisikan sebagai suatu hal yang baik menurut akal sehat manusia
dimana tidak ada dalil Al-Qur’an atau nash yang mengakuinya dan tidak
ada pula dalil atau nash yang melarangnya. Akan tetapi maslahah mursalah
ini merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan
dan tidak mengandung kemudharatan bagi semua manusia sehingga konsep
maslahah mursalah dapat digunakan dalam menetapkan hukum selama hal

tersebut baik dan memberikan manfaat bagi seluruh manusia.

Konsep maslalah mursalah yang diterapkan pada ekonomi Islam
khususnya pada perbankan salah satunya adalah restrukturisasi. Ketika
nasabah mengajukan restrukturisasi berarti nasabah tersebt sedang
mengalami kesulitan perekonomian apalagi pada masa pandemi Covid-19
seperti sekarang ini. Maka perbankan syariah dapat memberikan solusi
yaitu restrukturisasi dengan tujuan membantu nasabahnya agar tidak lagi
kesulitan. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur’an yaitu Surah Al-Insyirah

ayat 5 yang berbunyi:
S FERE

“ Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada

kemudahan”

Oleh karena itu pihak bank dapat memberikan kemudahan itu dengan cara

pemberian restrukturisasi sampai nasabah tersebut mampu membayar
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angsurannya. Salah satu dalil yang menjelaskan mengenai restrukturisasi yaitu
terdapat pada Surah Al-Bagarah ayat 280 yang berbunyi:

SRRSOV E
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika nasabah mengalami kesulitan
dalam memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran angsuran maka pihak bank
sebaiknya memberikan keringanan atau relaksasi sampai nasabah tersebut mampu
membayar angsurannya kembali hingga lunas. Keringanan atau relaksasi ini
berupa restukturisasi. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) menggunakan tahapan rescheduling dalam
pengaplikasian restrukturisasi karena 2 tahapan lain yaitu reconditioning dan
restructuring dinilai terlalu beresiko. Selain itu penunjang implementasi
restrukturisasi pembiayaan jika dikaji dari konsep maslahah mursalah juga
terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan
Kembali Tagihan murabahah mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan
yang menjelaskan jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran
angsurannya maka nasabah tersebut dapat diberi keringanan. Keringanan atau
restrukturisasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan

terhindar dari gharar, maisir, dan riba.

Implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Pada PT. Bank
Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) jika dikaji
dari konsep maslahah mursalah dapat dilihat dari contoh kasus nasabah sebagai
berikut:

a. Lima nasabah yang terdiri dari nasabah pemilik usaha roti, usaha kerupuk,
usaha konveksi, produksi tempe, dan warung makan bakso. Dari adanya
restrukturisasi, nasabah-nasabah tersebut yang awalnya mengalami kesulitan
dalam membayar angsurannya sejak adanya Covid-19 menjadi tidak kesulitan

lagi dalam membayar angsurannya.
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b. Nasabah pemilik usaha kerupuk. Dengan adanya restrukturisasi, sisa
pendapatan dapat digunakan untuk membuat inovasi baru sehingga dapat
menambah keuntungan terhadap usahanya dan kondisi perekonomian usaha

nasabah bisa semakin membaik.

Jadi dengan adanya restrukturisasi pembiayaan murabahah pada masa pandemi
seperti sekarang ini secara tidak langsung sudah memenuhi konsep maslahah

mursalah karena menciptakan manfaat dan tidak menuju kemudharatan.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan mengenai
analisis restrukturisasi murabahah pada masa pandemi Covid-19 di PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo),
maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT. Bank
Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)
memberikan dampak yang positif terhadap pembayaran angsuran
nasabah. Dampak-dampak positif adanya restrukturisasi pembiayaan
oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah
KC Sidoarjo) terhadap pembayaran angsuran nasabah antara lain
mengurangi terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran bagi
nasabah pemilik usaha warung makan bakso, kecilnya jumlah
pembayaran angsuran bagi nasabah pemilik usaha roti, meringankan
beban pembayaran angsuran setiap bulannya bagi nasabah pemilik usaha
produksi tempe, dan meningkatnya kemampuan nasabah dalam
membayar angsuran bagi nasabah pemilik usaha kerupuk dan usaha
konveksi.

b. Pemberian restrukturisasi pembiayaan murabahah oleh PT. Bank
Syariah Indonesia Thk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) juga
memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi usaha nasabah
pemilik usaha kerupuk sehingga dinilai bahwa restrukturisasi bisa
dijadikan solusi yang efektif ketika mengalami kesulitan akibat adanya
pandemi Covid-19. Dampak-dampak dari adanya restrukturisasi
pembiayaan murabahah oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap usaha kerupuk yaitu
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maksimalnya penggunaan pendapatan usaha dan usaha yang awalnya
mengalami penurunan menjadi semakin membaik.

c. Bentuk implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk PT. Bank Syariah Indonesia Thk (Legacy
PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) jika dikaji dari konsep maslahah
mursalah yaitu dari adanya restrukturisasi nasabah-nasabah yang
awalnya mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya sejak
adanya Covid-19 tidak mengalami kesulitan lagi dalam membayar
angsurannya dan dengan adanya restrukturisasi, sisa pendapatan pada
usaha kerupuk dapat digunakan untuk membuat inovasi baru sehingga
dapat menambah keuntungan terhadap usahanya dan kondisi
perekonomian usaha nasabah bisa semakin membaik. Maka dari
dampak-dampak positif tersebut berarti adanya restrukturisasi
pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
(Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah yang
terdampak Covid-19 sudah menerapkan konsep maslahah mursalah

karena memberikan manfaat dan terhindar dari kemudharatan.
6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis restrukturisasi
murabahah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia
Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) penulis dapat memberikan

saran yaitu:

a. Pihak bank di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank
BRISyariah KC Sidoarjo) sebaiknya mempertimbangkan untuk
menerapkan metode restrukturisasi yang lain seperti reconditioning dan
restructuring melihat dari beberapa bank syariah swasta berhasil
menggunakan 2 tahapan tersebut dalam memberikan restrukturisasi

kepada nasabahnya.
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b. Melihat dari dampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya
restrukturisasi pembiayaan dengan metode rescheduling maka sebaiknya
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC
Sidoarjo) dapat memaksimalkannya agar jumlah pembiayaan
bermasalah akibat Covid-19 semakin berkurang dan dapat diselesaikan
dengan baik.

c. Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai restrukturisasi
pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan objek dan sudut
pendang serta pada kondisi waktu yang berbeda, adanya penlitian ini
bisa dijadikan sebagai acuan dan studi literatur agar wawasan mengenai

ekonomi Islam khususnya perbankan syariah menjadi lebih luas.
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